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MOTTO
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“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
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tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik
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RINGKASAN

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan seorang laki-laki dan seorang
perempuan pasti mempunyai keinginan untuk hidup rukun,sejahtera selama-
lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Akan tetapi ada kalanya
karena suatu hal perkawinan itu menjadi putus. Perceraian merupakan salah satu
sebab putusnya perkawinan. Perceraian terjadi jika dalam suatu perkawinan tidak
lagi ada keharmonisan, ketentraman dan ketenangan Perceraian hanya dapat
dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan.
Menurut pasal 39 UU No.l Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melakukan
perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dan ada cukup alasan
bahwa antara suami istri sudah tidak dapat hidup rukun sebagair suami istn
sehingga seakan-akan disim tidak periu diperhatikan hukum masing- masing agama
dan kepercayaannya, tetapi seharusnya periu pula memperhatikan ketentuan pasal
2 ayat 1 dan UU tersebut. Oleh karena itu akan sulit bagi mereka yang beragama
Katolik untuk bercerai, hal ini berdasarkan asas perkawinan Katolik yang
monogami dan tak terceraikan. Sehingga dengan didasarkan pada Hukum Kanonik
penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skrips: dengan
Judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI
ISTRI YANG BERAGAMA KATOLIK ( STUDI KASUS PUTUSAN PN JR
NO.42/Pdt.G/2005/PN.Jr )”.

Kajian dalam penulisan skripsi dibatasi pada pandangan Gereja Katolik
tentang perkawinan Katolik yang diputus oleh hakim PN dan dasar pertimbangan
hukum Hakim PN Jember dalam memutus perkara No.42/Pdt. G/2005/PN.Jr juga
mengenai akibat hukum pemutusan ikatan perkawinan Katolik bagi anak di bawah

umur. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah menurut Gereja Katolik
perkawinan Katolik dapat diputus oleh Hakim Pengadilan Negen, apakah dasar
pertimbangan Hukum Hakim PN dalam memutus ikatan perkawinan bagi pasangan
suami 1stri yang beragama Katolik daiam putusan No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr dan apa
akibat hukum putusnya ikatan perkawinan Katolik bagi anak di bawah umur.

Xit
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Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus yakni untuk
membahas dan mengkaji pemutusan ikatan perkawinan berdasarkan hukum Gereja
dan Hukum Negara.

Pendekatan masalah yang digunakan Dalam penulisan skripst im1 adalah
pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukumnya menggunakan sumber bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum
yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis bahan
hukum dalam skripsi int mengunakan metode preskriptif.

Pembahasannya adalah bahwa gereja memandang perceraian yang dilakukan
di pengadilan negeri adalah tidak sah jika tidak diputus pula oleh gereja jika syarat-
syarat tertentu dipenuhi, kemudian hakim dalam pertimbangan hukumnya
menekankan pada tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan sehingga jika tujuan
tersebut tidak tercapar maka tidak ada gunahya lagt jika perkawinan tersebut
diteruskan dan mengenai anak di bawah umur, fidak ada alsan apapun yang dapat
merubah prinsip dan tanggung jawab orang tua dalam memelhhara anak di bawah
umur,

Dari penulisan skripsi ini disimpulkan beberapa hal yakni ada beberapa
pengecualian mengenai perkawinan yang dapat diputus menurut Hukum Gereja,
dalam memutus perceraian, Hakim PN Jember mengacu pada pasal 19 PP
No.9/1975 dan meskipun perkawinan telah putus orangtua tetap berkewajiban
memelihara anak di bawah umur. ”

Pada akhirnya di sarankan agar Pengadilan terus mengupayakan perdamaian
antara suami istri yang ingin bercerai, Gereja harus lebih berhati- hati dalam
menyiapkan kedua calon mempelai yang akan memkah dan lebih diperhatikannya

pembiayaan bag: anak di bawah umur.

X1V
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L UF PEARUS

UNIVERSITAS JEMBER

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami tiga peristiwa
penting yaitu waktu ia dilahirkan, kawin dan meninggal dunia. Pada waktu seorang
dilahirkan, tumbuh tugas baru dalam keluarganya. Demikianlah dalam artian
hukum, ia jadi pengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia dewasa, 1a
akan kawin. Ia bertemu dengan calon pendamping hidupnya untuk membangun dan
menunaikan darma baktinya dalam bentuk perkawinan.

Dalam kehidupan bermasyarakat masalah perkawinan merupakan masalah
yang sangat penting dan sakral, karena dalam suatu perkawinan yang terjalin antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak hanya mengikat kedua belah
pihak secara fisik saja. Akan tetapi secara batiniah manusia itu mempunyat hasrat
untuk hidup bersama dengan sesamanya dan yang terpenting adalah bersatunya dua
keinginan dan kehendak, seiring dan sejalan dalam tujuan hidup mereka berdua.
Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
yakni bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri mwmm@(m
tangga ) yang bahagia dan kekal berdas etuhanan Yang Maha Esa’

Pada umumnya apabila tesjadi mmm seomnglakllakl din
perempuan pasti timbul suatu keinginan untuk hidup dalam keadaan selalu rukun,
sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Dalam

menjaga kelangsungan perkawinan diperiukan suatu kesiapan dan kematangan dari
kedua belah pihak, baik secara lahiriah dan batiniah. Selain itu diperlukan adanya
perasaan saling mencintai dan saling menumbuhkan dan tanggung jawab sebagai
pondasi yang kokoh dalam suatu perkawinan. Sebab dalam memadukan dua
pribadi yang berbeda tentulah dibutuhkan usaha antara dua belah pihak, agar tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa bisa tercapai.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(S

Akan tetapi ada kalanya karena sesuatu hal yang mengakibatkan tali
perkawinan itu menjadi putus. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 disebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena:

a. kematian;
b. perceraian,
c. atas putusan pengadilan”.

Dari ketiga sebab putusnya perkawinan sebagaimana telah disebutkan
diatas, diketahui bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya
perkawinan, perceraian terjadi jika dalam suatu perkawinan tidak lagi terdapat
keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga. Pada hakikatnya
perceraian merupakan jalan terakhir yang tidak selamanya boleh di gunakan secara
mudah dan harus disertai oleh alasan-alasan yang kuat sebagéi dasar untuk
mengajukan perceraian dan dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi periu untuk tidak menimbulkan
malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan
penggunaannya dalam keadaan tertentu untuk tidak menimbulkan permasalahan
dikemudian hari, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna
keselamatan bersama (Latif, 1981;2)

Dalam pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 disebutkan b
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 63 UU No 1 Tahun 1974 adalah
Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi
mereka yang beragama selain Islam.. Sedangkan menurut pasal 39 ayat (2) UU
No.1 tahun 1974 disebutkan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup
alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk memungkinkan
terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta di lakukan di depan
sidang Pengadilan. Tidak disinggungnya disini hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya bukan berarti dalam rumusan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(VP

1974 untuk perceraian tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya. tetapi juga harus memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 dari UU
tersebut, oleh karena itu akan sulit bagi mereka yang beragama Katolik untuk
bercerai, hal ini sesuai dengan asas perkawinan Katolik yang monogami dan tak
terceraikan sebagaimana tercantum dalam Hitab Hukum Kanonik kanon 1056.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat kasus antaraYuliati Rosalinda
yang beralamat di Desa Garahan, kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan Eko
Setio Harianto yang beralamat di Gang Bentul A/19, Kecamatan Sumbersilr_i,
Kabupaten Jember. Keduanya adalah suami istri dan mmlng-mu;;;émgama
Katolik. Bahwa permasalahan dimulai pada tahun 2002, yakni pada saat
perkawinan mereka berumur 2 tahun dan saat Eko Setio Harianto sudah tidak
bekerja lagi. Sering terjadi percekcokan di antara mercka berdua dan dan adanya
kekerasan dari Eko Setio Hariono selaku suami terhadap istrinya, Yuliat
Rosalinda.

Dalam penyelesaiannya, Yuliati Rosalinda selaku istri menggugat Eko Setio
Hariono pada Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 April 2005 dan terdafiar
dibawah No.42/Pdt.G/2005/PN_Jr. Dan Pengadilan Negeni Jember pada tanggal 07
Juli 2005 menyatakan bahwa perkawinan antara Yuliati Rosalinda dan Eko Setio
Harianto putus karena perceraian. i |

Berdasarkan fakta hukum di atas penulis terfarik untuk membahas dan
mengkaji dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “KAJIAN
YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
BERAGAMA KATOLIK (STUDI KASUS PUTUSAN PN JR
NO.42/Pdt.G/2005/PN.Jr)”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan pembahasan yang terlalu
luas, dianggap perlu ada pembatasan ruang lingkup sehingga lebih fokus dan
mengena dalam mencari jawaban atas permasalahan.
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Ruang lingkup penulisan skripsi ini masuk dalam hukum perkawinan, yang
penulis batasi tentang pandangan Gereja Katolik mengenai perkawinan Katolik
yang putus menurut putusan hakim PN dan Dasar Pertimbangan Hukum hakim PN
Jember dalam memutus perkara No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr. Ruang lingkup
permasalahan juga mengenai akibat hukum pemutusan ikatan perkawinan Katolik
bagi anak di bawah umur.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan pokok adalah:

1. apakah menurut Gereja Katolik, suatu perkawinan Katolik dapat diputus
oleh Hakim Pengadilan Negen?

2. apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam
memutus ikatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang beragama
katolik dalam putusan No.42/Pdt.G/2005/PN_Jr?

3. apa akibat hukum putusnya ikatan perkawinan Katohk bagi anak di

bawah umur?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang meliputi tujuan
umum dan tujuan khusus yang dapat di jelaskan sebagai benkut:
1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umumnya adalah:

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi
salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai upaya menerapkan teori yang diperoleh selama masa studi dan
diterapkan dalam praktek dalam mengkaji dan menganalisis fakta hukum.

3. Untuk pengembangan ilmu hukum dan sumbangan pemikiran bagi
masyarakat ilmiah dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

khususnya.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan Khususnya adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pandangan Gereja katolik
mengenai perkawinan Katolik yang putus menurut putusan hakim PN

2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim PN
Jember dalam perkara perdata No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum pemutusan ikatan
perkawinan Katolik bagi anak di bawah umur.

s PRSI,

1.5 Metodologi Penulisan

Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting untuk
mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
adapun metode yang dipergunakan adalah:
1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni suatu
pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sebagai dasar dalam membentuk konstruksi berpikir
legalis dalam mencari jawaban atas permasalahan. Dalam pengertian ini kajian
dilakukan terhadap Putusan PN Jr No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr
1.5.2 Sumber Bahan Hukam

Sumber bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang di pergunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan
dua sumber bahan hukum, yaitu:
a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Perundang-undangan, catatan-catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan atau Putusan-putusan
Hakim (Marzuki, 2005:141). Dalam pengertian ini bahan hukum yang digunakan
berupa Putusan PN Jr No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan masalah yang di hadapi dalam skripsi ini. Disamping itu, di

di R
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gunakan juga Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)yakni Hukum yang di
pakai dalam Gereja Katolik.
b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas Putusan Pengadilan. Dalam hal ini bahan hukum diperoleh dan
buku-buku literatur yang menunjang untuk membahas permasalahan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode yang di pakai dalam skripsi ini adalah:
1. Studi dokumen.

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen adalah
penulis mempelajari dan menganalisa bahan hukum yang berupa putusan PN
Jember No. 42/Pdt.G/2005/PN.Jr kemudian dikaji berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku dan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983.

2.  Studi kepustakaan.

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah
penulis menggalt bahan hukum dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan
untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

154 Analisis Bahan Hukum |

Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya di olah dan di analisis
secara sistematis menggunakan metode preskniptif, yakni cara menganalisis kasus
hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22).Pada
pengertian ini analisis didasarkan pada rumusan yang dicari untuk dapat
menjembatani antara aturan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dengan Hukum Kanonik Gereja Katolik. Untuk memperoleh hasil yang baik maka
dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir secara deduktif yakni metode
penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok

permasalahan yang bersifat khusus.
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BAB 2. FAKTA HUKUM, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Hukum

Yuliati Rosalinda, selamjutnya disebut Linda dan Eko setiono Harnanto,
selanjutnya disebut Yon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000,
tepatnya tanggal 31 juli 2000, masing-masing beragama Katolik. Pernikahan itu
dilangsungkan di Gereja Katolik Samto Yusuf Jember yang berlanjut dengan
resepsi pernikahan di rumah makan sumber nikmat Jember. Pernikahan tersebut
tercatat pada akta perkawinan No. 07/172/2000 tanggal 10 Agustus 2000 yang
diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember.

Awalnya perkawinan tersebut berjalan tenteram dan harmonis, dan pada
tanggal 20 Nopember 2002 mercka dikaruniai scorang anak perempuan yang dibeni
nama Wynona Jessica Hananto. Kemudian setelah perkawinan mereka berjalan 2
tahun terjadi keretakan pada rumah tangga mereka. Hal ini diakibatkan oleh
ancaman-ancaman, kekerasan yang berupa pemukulan yang dilakukan oleh Yon
selaku suami kepada Linda. Bahkan pada saat emosi Yon pernah mengancam
istrinya akan dibunwh dan dihancurkan pekerjaannya. Hal inilah  yang
mentmbulkan percekcokan dan perbedaan pendapat vang berkepanjangan
Ditambah lagi Yon tidak lagi bekerja schingga sangat berpengaruh pada keadaan
ekonom: keluvarga.

Mereka sudah berusaha menyelesaikan permasalahan secara baik-baik
dan adanya keinginan Yon selaku suami untuk memperbaiki diri dan bermat
memperluas bidang pekerjaan demi memperbaiki kehidupan ekonomi. Akan tetapt
usaha ini tidak berhasil bahkan perselisihan semakin memuncak, hingga pada
tanggal 28 Apnl 2005 Linda yang selanjutnya disebut penggugat menggugat cerai
suaminya yang selanjutnya discbut tergugat di Pengadilan Negen Jember yang
terdaftar dibawah No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr dengan gugatan yang tunfutannya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
berlangsung pada tanggal 31 Juli 2000, sebagaimana tercantum dalam akta
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pekawinan Catatan Sipil Kabupaten Tingkat Il Jember No.07/172/2000,putus
karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau Pejabat yang
ditunjuk agar supaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
mengirimkan salinan resmi dari putusan ini kepada Kantor Dinas
kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam
daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menyatakan bahwa Winona Jessika Harianto, yang masih berumur 3 (tiga)
tahun diasuh oleh penggugat(-Ibu Kandung);..

5. Menyatakan bahwa tergugat agar supaya memberikan uang nafkah pada
Penggugat selama 3 (tiga) tahun yang tiap bulannya Rp 750.000,- atau 36
bulan x Rp 750.000,- = Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

6.  Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak
berhasil, Yon selaku Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Linda selaku

Penggugat, yang menyatakan pernyataan Penggugat adalah tidak benar yang

menyatakan Tergugat tidak bekerja karena yang membiayai upacara pernikahan

mereka adalah Yonyakmwbmyakk.pnﬁwm - kemudian kelakuan Penggugat
sendiri yang dirasakan Tergugat mt keterlaluan karena mng membohongi

Tergugat. Sehingga tergugat atas pertimbar tersebut mcngajukan permohonan

agar Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat termasuk biaya perkara yang

seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat selaku pihak yang secara aktif
mendaftarkan gugatan ke Pengadilan.

Kemudian atas jawaban Tergugat tersebut penggugat menyampaikan
replik tertanggal 26 mei 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara inu.

Hal ini di dasarkan pada penolakan Penggugat atas jawaban Tergugat dan
Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan biaya yang di keluarkan oleh
Tergugat pada saat pernikahan yakni Rp 12.000.000,- adalah atas inisiatif tergugat
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sendiri. Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban atas replik

Penggugat ( Duplik ) yang tuntutannya berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara perdata ini selaku pihak yang mendaftarkan perkara i1 ke
Pengadilan Negeri Jember dan memulai perkara perdata ini;

3. Sekiranya terjadi hal yang tidak diharapkan, Tergugat memohon dengan sangat
agar hak kuasa asuh anak diberikan kepada Tergugat;

4. Tergugat juga meminta hak mengasuh, hak mengunjungi, hak mengawasi
perkembangan anak kami sewaktu-waktu.

Hal ini karena Tergugat merasa tidak ada dasar yang kuat untuk dikabulkannya

gugatan Penggugat. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2005 Penggugat

menyampaikan kesimpulannya dan diperkuat dengan saksi-saksi yakni :

1. Suyati, yang merupakan istri dari paman Penggugat yang mengetahui
diantaranya bahwa keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah
karena faktor ekonomi karena Tergugat selaku suami tidak bekerja dan tidak
dapat memberikan nafkah yang layak pada keluarganya. Dan saksi juga
pernah diberitahu Penggugat saat Tergugat main kasar dan memukul
Penggugat

2. Agussilah, yang merupakan tetangga dari Penggugat menyatakan mengetahut
diantaranya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sejak 1
bulan lalu dan alasan Penggugat minta cerai adalah karena Tergugat kurang
bertanggung jawab atas keluarganya.

3. Grace Anastasia, yang merupakan Ibu dari Penggugat menyatakan mengetahui
diantaranya bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena
Tergugat tidak bekerja dan kurang bertanggung jawab pada rumah tangganya
sehingga sering timbul percekcokan, disamping itu saksi menyatakan tidak
pemah,tahu kalau Tergugat memiliki uang tabungan yang banyak karena

kehidupan mereka biasa-biasa saja.
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Sedangkan Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Sunandar, yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat yang
menyatakan diantaranya mengetahui bahwa dalam pekerjaan rumah tangga
Tergugat juga pernah membantu pekerjaan Penggugat, bahwa saksi juga
pernah tahu bahwa akhir-akhir ini Tergugat menerima service elektronika dan
orang lain.

Manase Hermanto, yang merupakan Ayah tiri Tergugat yang menyatakan
diantaranya mengetahui bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sudah 3

minggu lamanya dan mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat keadaan ekonominya cukup baik, hal ini terbukti
karena saksi pernah dititipi uang Rp 8.000.000- oleh Tergugat untuk
ditabungkan dirckening Tergugat

Atas dasar itulah Penggugat menyampaikan kesimpulan :

1.

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendirian seutuhnya sebagaimana
yang tertuang dalam surat gugatan serta replik.

Bahwa dari alat bukti Penggugat sudah sangat mendukung dalil-dalil gugatan
maupun repliknya, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk
menolak dan memml’ergugat

ikan kesimpulan pada tanggal 23 jumi 2005

dengan tuntutan yang berbunyi sebagai berikut :

Tidak mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara perdata
No.42/Pdt.G/2005/PN_Jr ini untuk seluruhnya

Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara perdata No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr ini sebagai diatur dalam
Undang-Undang.

Memberikan Hak Kuasa Asuh Wynona Jessica Harianto kepada pihak
Tergugat sebagaimana disebutkan dalam duplik II Tergugat tertanggal 02
Juni 2005.

Apabila permohonan pada poin 3 tidak dikabulkan, maka Tergugat
memohon hak mengasuh, hak mengunjungi dan  hak mengawasi
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perkembangan anak sewaktu-waktu tanpa dibatasi aturan-aturan maupun

larangan dari pihak lain.

Dan atas pertimbangan duduk Perkaranya sebagaimana diuraikan di atas dan

berdasarkan pertimbangan hukumnya maka hakim memberikan putusan sebagai

berikut:

| 8
r 5

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada 31 Juli 2000 Nomor
07/172/2000, putus karena perceraian;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember supaya
mengirimkan salinan putusan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jember, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat d coret
dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu;

Menetapkan Peﬁggugat sebagai wali dari anak yang bernama : WYNONA
JESSICA HARIANTO yang lahir di Jember pada tanggal 20 Nopember
2002;

seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp 124.000,- ( Seratus Dua Puluh Empat
Ribu Rupiah ) | |

Setelah adanya putusan Pengadilan tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan
Grace anastasia yang mereupakan Ibu dari Linda, penggugat dan Tergugat tidak
melanjutkan memutus perkawinan mereka menurut Hukum Gereja karena terbukti

bahwa perkawinan mereka sah, bahkan mereka menikah dengan didahului masa

pacaran yang cukup lama dan menikah atas dasar suka sama suka sehingga sama

sekali tidak ada unsur paksaan.
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2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang di gunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi
ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
a. Pasal 1
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Pasal 30
“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
c. Pasal 33
“ Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
d. Pasal 34
“(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memben segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.
e. Pasal 38
“Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian b. perceraian c. atas keputusan pengadilan”.
f. Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

g Pasal 47

(1)  Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(3)  Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di
dalam dan di luar Pengadilan.
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h. Pasal 63 ayat 1
“Yang di maksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:
a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
b. Pengadilan umum bagi lainnya”.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
a. Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembukan;

b. Salah satu plhak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

b. Pasal 20 ayat 1
“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
tergugat”.
3. Kitab Hukum Kanonik ( Codex [uris Canonici ) 1983 Tentang Hukum Gereja
Katolik
a. Kanon 1055 ayat 1

(1) Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara
mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya perjanjian itu
terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan
anak, oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang
yang dibabtis di angkat ke martabat sakramen.
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. Kanon 1056

“Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terceraikan, yang
dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar

sakramen”.

. Kanon 1141

“Perkawinan ratum (sah) dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak
dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun

selain oleh kematian™.

. Kanon 1142

Perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-
orang yang telah dibaptis, atau antara pihak dibabtis dengan pihak tak
dibabtis, dapat di putus oleh Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan
kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang
lain tidak menyetujuinya.

. Kanon 1073

“Halangan yahg menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk

menikah secara sah”.
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2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian perkawinan

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari
kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nakahah. Dalam
pengertian yang sebenarnya nakahah itu berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan
ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istn
antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci
untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang
pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (Ramulyo, 1996:1).

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu
perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha
Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumahtangga berjalan dengan baik sesuat
dengan ajaran agama masing-masing (Hadikusuma,1990:10). Menurut pasal 1 UU
No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ‘perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) vang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

Digunakannya kata ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara
lahiriah baik antara suami atau istri maupun masyarakat sekeliling, sedangkan
dalam setiap rumah tangga yang mcngmgmkan kcbalmglaan 'scutuhnya. Ikatan
lahir dan batin dalam ikatan perkawinan mempunya: gerak langkah yang sama
dalam karya dan doa sehingga rumah tangga akan hidup rukun dan damai, di
sebabkan suami istri berjalan seiring dengan arah dan tujuan yang sama. Jika
perjalanan hidup berumahtangga sejak semula sudah berbeda batiniahnya, maka
suatu saat perpisahanpun akan selalu terjadi. Oleh karena itu rumah tangga yang
baik hendaknya sejak semula sudah dalam bahtera hidup yang sama lahir dan batin
(Hadikusuma,1990:11).

Digunakannya ungkapan antara seorang pria dengan seorang wanita
mengandung artt bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenmis kelamin yang

berbeda, dan menolak adanya perkawinan sesama jenis (homoseksual dan lesbian)
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yang saat ini dilegalkan oleh beberapa negara barat. Sedangkan ungkapan sebagai
suami istri dimaksudkan dengan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam
suatu rumah tangga dan bukan hanya dalam istilah hidup bersama
(Soemiyati, 1982:8)

Sedangkan perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang
mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak dan
kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga dan kerabat) menurut hukum adat
setempat (Hadikusuma, 1990:28).

Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas
mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip atau asas-asas
yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah:

a Asas sukarela; '
Undang-undang menentukan bahwa dalam perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai
maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan
sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada
persetujuan dari calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jad: di
sini menjamin tidak adanya kawin paksa.

b Partisipasi keluarga;
Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa, ia
dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya
sendiri, akan tetapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting
dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk
membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar Bangsa Indonesia
yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dan keluarganya

untuk merestui perkawinan tersebut.
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¢ Perceraian dipersulit;
Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar
kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak,
disamping kedua belah pihak, juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan
menyangkut masyarakat pada umumnya.

d Poligami dibatasi secara ketat;
Sistem perkawinan menurut Undang-undang perkawinan kita adalah
monogami. Hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum
dan agama dari yang bersangkutan itu mengijinkan maka seorang suami dapat
beristri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isten
meskipun hal itu di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa syarat tertentu dan diputus oleh
Pengadilan.

¢ Kematangan calon mempelai;
Undang-undang perkawman ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus
telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar
dapat memenuhi tujuan lubur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang
baik dan sehat. Undang-undang Perkawinan menenti
kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita asalkan mendapat izin
dari orangtuanya, tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak perkawinan di
bawah umur tersebut di mungkinkan setelah mendapat dispensasi dari
Pengadilan atas permintaan orangtuanya. Dalam BW disebutkan pula bahwa
batas umur untuk kawin adalah untuk laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan
15 tahun, sedangkan dalam hukum kanonik batas umur kawin ditentukan 16
tahun untuk pria dan 14 tahun untuk wanita, akan tetapi mengenai batas umur
kawin ini Gereja menyesuaikan dengan hukum Negara yang berlaku dan untuk
Hukum adat yang diperbolehkan menikah adalah yang sudah kuat gawe dan
sudah akil baligh.

f Memperbaiki derajat kaum wanita

Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan, pada saat
pria menggunakan hak cerai semena-mena maka wanitalah yang banyak
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mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu

pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya, 1a harus

mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula untuk anak-anaknya

(Hazairin,1982:58)

Adanya asas-asas seperti tersebut di atas sebagaimana terkandung dalam
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia maka di harapkan tujuan perkawinan
yang sejak semula di ciptakan yakni terciptanya rumahtangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Gereja Katolik adalah persatuan
antara seorang pria dengan seorang wanita yang di berkati oleh Allah sendiri dan di
beri tugas bersama oleh-Nya untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara
dunia. Dalam Kitab Hukum Kanonik yang di promulgasikan (diterbitkan) pada
tahun 1983, kanon 1055 menyebutkan:

1. dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk kebersamaan
seluruh hidup antara mereka. Menurut sifat kodratinya perjanjian
perkawinan itu terarah kepada kebaikan suami istri dan prokreasi serta
pendidikan anak. Oleh kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-
orang yang di babtis di angkat ke martabat sakramen

2. Karena itu antara orang orang yang di baptis tidak dapat ada kontrak
perkawinan yang sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen.

Gereja Katolik juga memandang perkawinan sebagai lembaga Hukum, suatu
kenyataan yang di lindungi dan di atur oleh Hukum. Menurut keyakinan Katolik,
sebagian dari Hukum perkawinan berasal dari Allah, sedang sebagian lainnya
berasal dari Gereja Katolik sendiri. Hukum perkawinan yang berasal dari Allah
tersirat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Injil sedangkan hukum
perkawinan yang berasal dari Gereja terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik.

2.3.2 Pengertian Pemutusan Ikatan Perkawinan
Pemutusan ikatan perkawinan adalah pemutusan lengkap terhadap

ikatan perkawinan di mana orang-orang yang di putus ikatan perkawinannya di
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biarkan kawin lagi (Hanafi, 1981: 73). Sedangkan definisi lainnya mengenai
pemutusan ikatan perkawinan adalah pemutusan hubungan pernikahan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri ( Sumiarni, 2004: 85).

Disebutkan bahwa pemutusan itkatan perkawinan adalah pemutusan
pemutusan perkawinan jujur dan kembalinya uang jujurnya, keadaan seperti
kemandulan, cacat jasmani, dan sebagainya yang menghalangi berlakunya fungsi
perkawinan sebagai urusan persekutuan hidup, dapat menjadi alasan pertama dan
utama dalam memutuskan ikatan perkawinan (Prawirohamidjojo ,2002:121).
Sedangkan dalam Undang- Undang Perkawinan di sebutkan dalam pasal 38 UU
Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan yakni
disebabkan kematian, perceraian dan putusan pengadilan dimana putusnya
perkawinan karena putusan pengadilan im1 masih terbagi lagi menjadi pembatalan
perkawinan dan perceraian. Pembatalan perkawinan dan perceraian yang dimaksud
di sim adalah didasarkan gugatan.

Sedangkan pemutusan ikatan mkah menurut Gereja Katolik adalah
berhentinya ikatan perkawinan yang telah di teguhkan secara sah karena kematian
pasangannya, atau karena mendapat dispensasi, atau pemutusan dari otoritas
Gerejawi. Sehingga dalam gereja Katolik jika pemutusan perkawinan tersebut
hanya dilakukan secara sipil saja maka hal tersebut dianggap tidak sah oleb Gereja
(Raharjo, 2004:79). Dari deﬁmsidtﬁasmwmwhwayangdl
maksud sebagai pemutusan ikatan perkawinan adalah pemutusan lengkap ikatan
perkawinan (tidak hanya pisah meja dan ranjang) antara seorang laki-laki dan
perempuan sebagai suami istri di karenakan kematian, perceraian ataupun putusan
Pengadilan dan masing masing suami atau istri yang sudah terputus perkawinannya
di perbolehkan untuk kawin lagi. Sedangkan dalam Gereja Katolik pemutusan
ikatan perkawinan itu dianggap terjadi jika pasangannya meninggal, mendapat

dispensasi dan adanya pemutusan dari otoritas Gerejawi.

2.3.3 Alasan dan Syarat Pemutusan Ikatan Perkawinan.
2.3.3.1 Mengenai alasan pemutusan ikatan perkawinan ini dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 di sebutkan adanya 3 (tiga) alasan, yang pertama adalah
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karena kematian syaratnya adalah bahwa demi kepastian hukum, surat keterangan
yang berisi tentang matinya seseorang harus di penuhi sebagai bukti otentik bagi
suami istri yang di tinggalkan untuk dapat melakukan perkawinan baru
(Sumiarni,2004:35). Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya
perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bila mana segala
persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku di penuhi sebagaimana
mestinya.

Yang di maksud dengan kematian disini bukanlah kematian perdata (' Le
Mort Civile ), akan tetapi kematian fisik orangnya. Undang-undang Perkawinan
tidak mengatur mengenai hal dianggap meninggalnya seseorang karena
kepergiannya untuk waktu yang lama tanpa kabar berita seperti yang diatur oleh
KUHPer dalam pasal 467-470. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengenai seseorang
yang pergi dalam jangka waktu yang lama tanpa kabar berita terdapat
peruntukannya juga yakni sebagai salah satu sebab yang mengakibatkan putusnya
ikatan perkawinan karena perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19
b PP No. 9 Tahun 1975.

Alasan yang kedua adalah karena perceraian di mana perceraian yang di
maksud di sini adalah perceraian karena penjatuhan talak (khusus untuk yang
beragama Islam), yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan
(Sumiarni,2004:36). Syarat-syarat pemutusan ikatan perkawinan karena perceraian
terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi
ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara
suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Akan tetapi syarat ini
diperjelas dalam penjelasan resmi pasal 39 ayat 2 yang dipertegas lagi kemudian
pada pasal 19 PP No 9 tahun 1975. Dalam penjelasan tersebut ada beberapa hal
yang dapat dijadikan syarat yakni:

a. Salah satu pihak tersebut zinah atau pemabuk, pemadat dan lain sebaginya
yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa
ijin pihak yang lain tersebut dan tanpa alasan yang sah atau di luar hal lain di

luar kemauannya;
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri,

f  Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Ketiga adalah pemutusan ikatan perkawinan yang di sebabkan putusan
Pengadilan, di bagi atas dua kategori yakni perceraian dan pembatalan perkawinan.
Adanya putusan Pengadilan adalah sebagai penyelesaian dari gugatan perceraian
yang di atur dalam pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975. Penjelasan pasal ini
menyebutkan bahwa gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh
seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dan oleh
seorang suami atau seorang isiri yang melangsungkan perkawinannya menurut
agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Syarat perceraian yang
diputus oleh Pengadilan atas gugatan sama dengan syarat perceraian dengan
penjatuhan talak sebagaimana telah tersebut diatas (Sumiarni, 2004:36). Sedangkan
mengenai pembatalan perkawinan, pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan
bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai sawlah keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat dilangsungkannya
perkawinan.

Syarat dari perkawinan yang dapat dibatalkan tercantum dalam pasal 22
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni dapat dibatalkan jika para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan itu sendiri menurut Sumiarni ( 2004:22 )
adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. [jin
kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, jika salah
satu orang tuanya telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang
masih  hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua
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orang tua meninggal izin diperoleh dari wali. Mungkin jugaizin dan
Pengadilan apabila wali tersebut tidak ada atau tidak mungkin di mintai
izinnya. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang Hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Usia calon mempelai sudah 19 tahun, dan wanita 16 tahun jika didasarkan UU
No.1 tahun 1974, kemudian jika didasarkan hukum adat maka masing-masing
harus sudah kust gawe dan sudah akil baligh, untuk Hukum Kanonik berlaku
umur 16 tahun untuk pria dan 14 tahun untuk wanita, akan tetapi dalam hal ini
Hukum kanonik menyesuaikan dengan Hukum Negara. Jika belum mencapai
umur tersebut di perlukan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang di
tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Sedangkan dalam BW
disebutkan pula bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki
harus telah berumur 18 tahun dan perempuan berumur 15 tahun. Jika salah
seorang atau kedua orangtua meninggal maka kekecualian dapat di mintakan
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih
hidup dan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum
yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Tidak melanggar larangan kawin, yakni:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
Berhubungan semenda,

e O

Berhubungan susuan;

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
istri dalam hal seorang suami beristri lebih dan seorang;

f  Mempunyai hubungan yang oleh agamanya di larang;

g Masih terikat perkawinan dengan orang lain kecuali atas izin Pengadilan,

h. Tidak sedang bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang

akan dikawin.

4. Telah terpenuhinya syarat waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya
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2.3.32 Kemudian terdapat pula alasan mengenai pemutusan ikatan perkawinan
vang di perbolehkan oleh Agama Katolik yakni:
t. Pemutusan ikatan perkawinan yang salah satu pasangan meninggal.
Sebagaimana dalam UU Nomor | Tahun 1974, bahwa perkawinan dalam
Gereja Katolik dapat diputus dengan adanya kematian salah satu pihak. Hal im
didasarkan pada kanon 1141, yang berbunyi:
“Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak
dapat diputus oleh kuasa manuisiawi manapun juga atau alasan

apapun, selain oleh kematian”.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah adanya akta kematian yang
dikeluarkan oleh akta catatan sipil dan yang dikeluarkan oleh Gereja yang
merupakan bukti otentik bahwa suami atau istri tersebut telah meninggal.

2. Pemutusan ikatan perkawinan yang ratum non consumatum.

Maksud darn pemutusan ikatan perkawinan yang ratum non consumatum
adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri, selama suami istri tersebut
belum melakukan persetubuhan. Dasarnya adalah Kanon1142 yang berbunyi:

Perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara
ommmmmmmmmmmmm

Dari uraian tersebut tersirat secara jelas mengenai syarat pemutusan ikatan
perkawinan vang ratum non consumatum yakni:

a. Perkawinan tersebut belum disempurnakan dengan persetubuhan;

b Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis atau salah satu di babtis;

c. Pemutusan ikatan nikah hanya dapat dilakukan oleh Paus;

e

Ada alasan yang wajar untuk memutus itkatan nikah tersebut;
e. Dan adanya paling sedikit salah satu pihak yang meminta pemutusan itu.
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3. Pemutusan ikatan perkawinan yang ratum et consumatum (perkawinan sah
dengan persetubuhan)

Pemutusan ikatan perkawinan yang ratum et consumatum adalah
pemutusan ikatan perkawinan terhadapa pasangan suami istri, di mana
perkawinannya tersebut telah disempurnakan dengan persetubuhan. Syaratnya
adalah adanya atau ditemukannya halangan nikah yang menggagalkan atau
membatalkan perkawinan itu.

Dasarnya adalah Kanon 1073, yang berbunyi:

Halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu
untuk menikah secara sah

Selain halangan nikah tersebut, hal lain yang mengakibatkan perkawinan
menjadi tidak sah menurut Gereja katolik adalah jika salah satu pasangan tidak
memahami mengenai perkawinan Katolik dan jika terbukti adanya cacat dalam
kesepakatan yakni segala macam tipu muslihat yang dilakukan untuk mendapatkan
kesepakatan (Hasil wawancara dengan Pastor Ardi,2006).

2.3.4 Akibat Hukum Dari Perkawinan

Seseorang yang melakukan suatu perkawinan berarti telah melakukan
suatu perbuatan hukum, yang dimaksud perbuatan hukum adalah: “Segala
perbuatan manusia yang secara sengaja di lakukan oleh seseorang untuk
menimbulkan hak dan kewajiban ( Purbacaraka ,1983:87)".

Dalam hal ini perkawinan merupakan perbuatan hukum bersegi dua
(tweezijdig) yakni tiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh
kehendak dari dua subjek hukum, dua pihak atau lebih. Perkawinan tersebut
menimbulkan suatu hubungan hukum karena pelaksanaannya didasarkan pada
ketentuan-ketentuan hukum. Dengan adanya hubungan hukum ini dapat melahirkan
akibat hukum bagi kedua belah pihak .

Adapun akibat hukum yang penting karena adanya suatu perkawinan
adalah:
1. Terhadap hak dan kewajiban suami istri
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Q]
(4]

Hak dan kewajiban suami istri ini tercantum dalam UU nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan,yakni:
Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Quami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
dari pasal ini ternyata bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga
adalah suatu perbuatan yang luhur dimana tujuan keluhuran perkawinan tersebut
ialah membentuk keluarga sebab keluarga merupakan sendi struktur masyarakat
sehingga suami istri harus mau saling berkorban dan berbudi pekerti yang tinggi.
Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
masyarakat

(2) Masing-Masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia sudah terdapat persamaan hak
antara pria dan wanita sesuai dengan dasar Negara yakni Pancasila, akan tetapi
tetap perlu adanya pembagian tugas dalam suatu rumah tangga dilihat dari segi
biologisnya yakni bahwa laki-laki lebih kuat fisiknya dan dan perempuan
mempunyai sifat lebih teliti meskipun lebih lemah fisiknya jika dibandingkan
dengan laki-laki.

Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyt

“(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman bersama

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat pasal ini

ditentukan oleh suami istri bersama”.
Pasal ini merupakan perwujudan dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Pemecahan setiap persoalan rumah tangga tidak mungkin dapat terpecahkan
dengan baik, seandainya pihak suami istri itu hidup terpisah . Apabila istrinya
merasa tidak cocok tempat tinggalnya maka ia dapat mengajukan usul untuk pindah

tempat tinggalnya namun juga harus melihat keadaan suaminya.
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Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun !974 yang berbunyi :

“ Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Dari pasal ini dalam kenyataan sehari-hari dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur

yaitu:

a. saling mencintai, ini adalah modal utama dalam perkawinan dan sesuai dengan
rumusan dalam perkawinan yang bukan saja ikatan secara lahir saja melainkan
juga secara batin.

b. hormat-menghormati, hal ini sesuai dengan keadaan manusia sebagai ciptaan
Tuhan sehingga mésing~masing tidak boleh saling merendahkan.

c. setia, ini berkaitan erat dengan masalah kesucian. Dari pihak istri maupun
suami tidak boleh menyeleweng,

d. Memberi bantuan, dalam hal ini mereka perlu untuk saling memberi nasehat,
bimbingan sehingga ramahtangga dapat berjalan dengan baik.

Pasal 34 UU Nomor | Tahun 1974 yang berbunyi :

“(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
(3) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

Sebagai mahluk yang secara biologis lebih kuat fisiknya maka sudah sepatutnya
bahwa suami senantiasa melindungi istrinya dan sebisa mungkin memenuhi
kebutuhan primer keluarganya sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, dan
sebagai ibu rumahtangga maka istri wajib untuk mengatur keperluan hidup
berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.
2 Terhadap harta benda dalam perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam pasal 35-36 UU
Nomor 1 Tahun 1974 yakni:
Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain.
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Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974 harta benda
perkawinan dibagi menjadi dua yakni:

1. harta benda yang diperoleh selama perkawinan;

2. harta benda bawaan dari masing-masing pihak.

Harta perkawinan ini merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh
suami istri dan anak-anaknya dalam satu “somah” (serumah). Kemudian untuk
harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan, apabila tidak ada perjanjian
mengenai harta kekayaan maka dianggap telah berlaku ketentuan bahwa diantara
mereka telah terjadi persatuan harta benda. Sedangka harta bawaan berada di
bawah kekuasaan masing-masing pihak seandainya tidak ditentukan lain oleh para
pihak.

Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

(1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas perjanjian
kedua belah pihak

(3) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya.

Melihat pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai harta
kekayaan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Hukum
Islam yang menganggap bahwa kekayaan suami istri masing-masing terpisah
antara satu dengan yang lainnya. Harta bawaan masing-masing pada waktu
perkawinan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak. Demikian pula
mengenai harta yang mereka peroleh selama perkawinan tetap menjadi milik
mereka masing-masing. Jadi suami tidak berhak atas harata istri, demikian pula
sebaliknya. Ini tidak berarti bahwa suami tidak boleh memakai harta istrinya atau
sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam
antara suami istri dan perjanjian ini tidak perlu secara tegas melainkan cukup
dengan diam-diam.
3. Terhadap hak dan kewajiban antara orangtua dan anak

Mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak yang timbul sebagai
akibat perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 45-49 ayat 2
yakni :



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-batknya”.

Bahwa selama kedua orangtua masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya
maka mereka wajib untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dalam
hal ini termasuk dalam kewajiban orangtua terutama bapak dalam memberikan
biaya pendidikan dan pemeliharaan sesuai kemampuannya.
Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbuny1 :

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka
yang baik

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut
kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila
mereka memerlukan bantuannya.

Pasal ini berkaitan sekali dengan pembedaan status anak sebagaimana tercantum
dalam pasal 42-43 UU No. 1 tahun 1974, dalam pasal dapat dikatakan bahwa anak
di bagi menjadi anak sah dan anak luar kawin di mana anak luar kawin tersebut
hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya. Jadi seperti apapun
kedudukan anak tersebut, baik anmak sah maupun luar kawin, masing-masing
mempunyai kewajiban yang pertama sekali untuk
kehendak orangtua yang baik. Jika anak tersebut telah dewasa maka berdasarkan
kemampuannya anak tersebut wajib memelihara orang tuanya dan keluarga dalam
garis lurus ke atas.

Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbuny: :

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di
dalam dan di luar Pengadilan.

menghormati dan menaati

Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan
barang-barang tetap yang di miliki anaknya yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali
apabila kepentinagn anak itu menghendakinya.
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Dengan adanya pasal ini maka seseorang dinyatakan dewasa jika telah berumur 18
(delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, akan tetapi bagi laki-
laki pengertian kedewasaan di sini hanya berkaitan dengan kekuasaan orang tua
terhadap din anak, bukan dalam arti kedewasaan dalam melangsungkan
perkawinan.

Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“(2) meskipun orangtua di cabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewajiban untuk membent biaya pemeliharaan kepada anak
tersebut”.

Meskipun kekuasaan orang tua terhadap diri anak telah dicabut, mungkin karena
terputusnya perkawinan orang tua atau karena orang tua melalaikan kewajibannya
dan berkelakuan buruk terhadap anak, akan tetapi mereka masih tetap wajib untuk

memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2.3.5 Lembaga gereja yang berwenang melakukan pemutusan perkawinan
Lembaga Gereja yang berwenang melakukan pemutusan ikatan

perkawinan yang di sebut Tribunal (Pengadilan Gereja), yakni:

1. Tribunal tingkat pertama

[ribunal tingkat pertama adaiah Pengadilan Gereja di tingkat Keuskupan
yang ditujukan untuk semmua perkara yang dalam Hukum Gereja tidak di kecualikan
dalam Hukum secara tegas. Dalam Tribunal tingkat pertama ini ada beberapa
petugas gereja yang berperan yakni:

a. Uskup Diosesan.

Uskup Diosesan adalah Hakim pada 7ribunal tingkat pertama ini. Uskup
Diosesan mempunyar di Keuskupan yang di percayakan kepadanya segala kuasa
jabatan, sendiri dan langsung, yang perlu untuk melaksanakan tugas pastorainya,
dengan tetap di kecualikan hal-hal yang menurut hukum atau oleh Keputusan Paus
di reservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas Gerejawi lainnya (Purwoharsanto,
1995:24).
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b. Auditor

Auditor adalah petugas Tribunal yang di tunjuk oleh Hakim untuk
melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi, dan
menyusun bukti-bukti perkara. Untuk jabatan Auditor imi Hakim dapat menunjuk
Imam ataupun orang awam yang unggul dalam peri kehidupan, kearifan dan
pengetahuannya (Purwoharsanto, 1995:24).
c. Defensor Vincuoli

Defensor Vincuoli adalah petugas 7ribunal yang bertugas untuk
menemukan fakta yang sebenarnya dari kasus dengan merumuskan pertanyaan-
pertanyaan yang harus di ajukan oleh Hakim atau Auditor kepada pthak-pihak yang
bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas memberikan pendapatnya terhadap
bukti-bukti yang terkumpul. Pendapat im harus di perhatikan oleh Hakim
(Purwoharsanto, 1995:2004).
d. Notarius

Notarius adalah petugas 7ribunal yang bertugas mencatat kesaksian-
kesaksian yang di berikan secara tisan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan para
saksi. Dia juga bertugas menjamin otentisitas akta dan dokumen-dokumen dengan
membubuhkan tandatangannya (Purwoharsanto, 1995:24).
e. Asesor

Asesor adalah petugas Tribunal yang membantu Hakim dalam menilai
bukti-bukti, terutama jika Hakim tidak terbiasa dengan budaya kelompok-
kelompok tertentu (Purwoharsanto, 1995:24).
f. Promotor lustitiae

Promotor iustitiae adalah petugas Tribunal yang bertugas untuk meneliti
masalah-masalah  kriminal yang bisa membahayakan  kesejahteraan
umum(Purwoharsanto,1995:24).
2. Tribunal Tahta Apostolik

Pengadilan Tahta Apostolik im adalah Pengadilan yang di bentuk oleh

Paus yang di namakan Rota Romana. Permmpin tertingginya adalah Paus yang
merupakan Hakim Pengadilan Tertinggi untuk seluruh duma Katolik. Dalam hal im
Paus mengadih lewat pengadilan Tahra Apostolik.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan yang putus dengan
putusan Hakim Pengadilan Negeri
Seperti telah penulis jelaskan di muka bahwa pada hakekatnya perkawinan

Katolik mempunyai sifat monogam dan tak terceraikan sehingga tidak ada alasan

apapun yang dapat menceraikan perkawinan Katolik yang sah. Akan tetapi pada

kenyataannya banyak pasangan suami istri Katolik yang bercerai melalui

Pengadilan Negeri. Menurut Hukum Gereja Katolik perceraian yang dilakukan di

Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak sah, namun ada juga perceraian atau

pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Negeri yang disahkan

oleh gereja yakni jika syarat-syarat tertentu dipenuhi sehingga perkawinan tersetout
dapat diputus pula oleh gereja. Ada beberapa hal yang dapat memutus ikattan
perkawinan pada Gereja Katolik, yakni:

1. Pemutusan ikatan perkawinan yang salah satu pasangannya meninggal
Dalam Gereja Katolik pemutusan ikatan perkawinan karena meninggalmya

pasangan terjadi dengan sendirinya dan di akui olch Gereja jika peristiwa kematilan

itu dapat di buktikan oleh akta kematian dari catatan sipil dan surat kemstian dlar

Gereja. Atau jika tidak terdapat akta kematian dari catatan sipil ataupun Cerejja ,

Gereja dapat mencari bukti dengan cara:

a. Mendapat keterangan dari saksi-saksi, yakni keluarga, kerabat, kznalian,
rekan kerja yang mengetahui secara langsung atau lewat informai yang
benar dari orang lain.

b. Mendapatkan bukti lain yang di peroleh dari “suvara” atau “pendagpat
umum”. Hal ini untuk menjaga kemungkinan jika sebenarnya berrita
kematian seseorang dan sebab-sebabnya mungkin sudah tersebar di manna-
mana namun tidak seorangpun berani mengungkapkannya secara 2sni

¢. Mendapat petunjuk atau indikasi lain yakni melalui peristiwa atau leajaaan

lain yang memiliki keterkaitan dengan kebenaran mengenai kenatamn .
Petunjuk atau indikasi itu bisa berupa penyakit berat yang sudah lemi d |
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derita dan sudah diketahui keluarga atau orang lain, pergi dari rumah dan
tidak pernah membawa kabar ke rumah, dan kebetulan di daerah 1tu terjadi
musibah, atau ikut serta dalam perjalanan dengan sebuah kapal laut atau
pesawat, dan diberitakan bahwa kapal laut atau pesawat itu mengalami
musibah, meskipun jenasahnya tidak ditemukan di antara para korban.
Pengadilan bertugas mengumpulkan bukti-bukti ini adalah Pengadilan tingkat
pertama dan dengan bantuan Pastor Paroki, yakmi Pastor pada Gereja domaisili st
meninggal, jika di setujui maka Uskup diosesan mengeluarkan surat pernyataan
kematian (Raharjo,2004:81).
2. Pemutusan ikatan perkawinan yang ratum non consumatum (perkawinan sah
tanpa persetubuhan).
Dalam pemutusan ikatan perkawinan yang ratum non consumatum ini ada 5
hal pokok yang harus dipenuhi yakni:
a. Perkawinan yang tidak di sempurnakan dengan persetubuhan
b. Perkawinan antara orang-orang yang di baptis atau salah satu di baptis
c. Pemutusan ikatan nikah oleh Paus
d. Ada alasan yang wajar untuk memutus ikatan nikah tersebut
e. Paling sedikit ada salah satu pihak untuk memutus ikatan nikah tersebut
Dari kelima unsur pokok tersebut ada 2 hal yang menunjukkan keabsahan Paus
dalam memutus perkawinan tersebut, yakni kebenaran tidak adanya consumatio
(persetubuhan) dan adanya alasan yang wajar.

Untuk itu perlu diketahui dulu unsur-unsur adanya consumatio
(persetubuhan). Secara fisiologis tindakan perkawinan (persetubuhan menuntut
hal-hal sebagai berikut:

a. Pada pria: adanya ercksi, adanya penetrasi (paling sedikit sebagian) dan
adanya ejakulasi pada vagina.

b. Pada wanita: Ada penerimaan alat kelamin pria dalam vagina dan penerimaan
ejakulasi serta penerusannya ke Uterus.

Akan tetapi, gereja Katolik menambahkan unsur baru dalam persetubuhan im,

yakm adanya keterangan secara manusiawi yang arti tepatnya telah dituangkan
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dalam surat edaran Kongregasi Urusan Sakramen, tanggal 20 desember 1986,
sebagai berikut:

Perkawinan disempurnakan dengan persetubuhan (consumatum) kalau ada
tindakan perkawinan yang manusiawi pada kedua belah pihak; cukuplah
bahwa hal itu sungguh diinginkan, sehingga tidak terjadi dengan kekerasan.
Tidak diperhitungkan unsur-unsur psikologis yang menyebabkan tindakan
persetubuhan 1tu lebih mudah atau lebih menyenangkan.

Tidak adanya persetubuhan harus dengan data-data yang menghasilkan suatu
kepastian moral bahwa persetubuhan tidak mungkin terjadi. Ada 3 cara
pembuktian, yakni sebagai berikut:

a  Tidak adanya kesempatan ( argumen temporalis ).

Data-data yang menunjukkan bahwa setelah perkawinan, suami istn tidak
mempunyai waktu ataupun tempat yang memungkinkan mereka melakukan
persetubuhan.

b Bukti-bukti fisik ( argumen corporalis ).

Bukti-bukti ini berupa kesaksian dari ahli medis, setelah mengadakan
pemeriksaan medis terhadap pihak pria maupun wanita, yang menyatakan bahwa
mereka belum pernah melakukan persetubuhan.
¢  Kesaksian (argumentasi moral)

Argumen i berupa pernyataan di bawah sumpah dan swami, isin dan
saksi-saksi. Argumen ini dapat membawa kepastian moral jika terdapat unsur-
unsur:

1. Keselarasan kesaksian dari kedua belah pihak ;

2. Kesaksian mengenai perangai kedua belah pihak dari orang-orang yang
mengenal mereka, terutama orang-orang yang tahu tentang tidak adanya
persetubuhan tersebut

3. Saksi-saksi yang mempunyai informasi tentang tidak adanya persetubuhan
juga dokumen-dokumen dan petunjuk-petunjuk berdasarkan fakta dan
situasi yang menimbulkan anggapan tidak adanya anggapan tidak adanya
persetubuhan.

Kemudian mangenai alasan yang wajar demi sahnya tindakan Paus, maka tindakan

yang wajar tersebut harus mengacu pada keselamatan jiwa-jiwa



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

( Salus Animarum ). Hal-hal yang dinilai sebagai alasan wajar yakni:

L.

Penolakan atau rasa tidak senang yang serius sehingga tidak ada harapan
untuk merukunkan mereka dan membuahkan perkawinan yang berhasil.
Ketakutan akan kemungkinan munculnya skandal, percekcokan dan
pertengkaran antar saudara.

Salah satu pihak telah menikah secara sipil atau bercerai secara sipil dengan
pthak ketiga.

Pasangannya menderita sakit yang tak tersembuhkan setelah pernikahan.
Adanya indikasi mengenai cacat kesepakatan atau mengenai suatu halangan.

Langkah-langkah untuk mendapatkan dispensasi pemutusan perkawinan

super rato (dispensasi untuk perkawinan sah tanpa persetubuhan) darn Paus adalah
sebagai berikut:

a

Permohonan diajukan ke Pastor, kemudian akan diteruskan ke Uskup
Diosesan di mana pemohon berdomisili;
Uskup Diosesan menilai apakah ada dasar untuk memulai proses, jika
kasusnya sulit misalnya pasangan tersebut punya anak meskipun tidak terjadi
persetubuhan maka Uskup Diosesan hendaknya berkonsultasi dengan 7akhia
Apostolik demi kelancaran proses;
Kemudian berkas secara lengkap di kinm ke Takhta Suci;
Bila ada hal-hal yang tidak jelas atau perlu di lengkapi, berkas akan di kinm
kembali kepada Uskup dengan menunjukkan hal-hal yang perlu di lengkapi;
Dan Reskrip pemutusan ikatan perkawinan di kinnm oleh Takhta Suci kepada
Uskup untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait (Purwoharsanto,
1995:63).
Pemutusan ikatan perkawinan yang ratum et consumatum (perkawinan sah
dengan persetubuhan).

Seperti telah diuraitkan penulis sebelumnya, bahwa yang dimaksud

perkawinan yang ratum et consumatum adalah perkawinan sah yang sudah
disempurnakan dengan persetubuhan. Perkawinan ini dapat diputus jika:

a.

Salah satu pasangan tidak memahami mengenai hakekat perkawinan katolik

yang merupakan obyek kesepakatan nikah.
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Dalam Gereja Katolik hakekat perkawinan merupakan kebersamaan seluruh
hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang terarah pada
kebaikan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan Katolik juga
menganut prinsip monogami dan tak terceraikan, jadi jika salah satu pihak
saja dalam perkawinan tidak memahami mengenai hakekat perkawinan
Katolik maka secara otomatis tujuan perkawinan yang di kehendaki gereja
tidak akan tercapai. Kurangnya pemahaman ini bisa di karenakan seseorang
mempunyai cacat berat dalam psikis dan tidak dapat menggunakan akal budi
secukupnya sehingga tidak mampu membentuk pemahaman dan tanggung
jawabnya sebagai suami istri (Sumiarni, 2004: 13)

Adanya cacat dalam kesepakatan.

Yakni adanya kebohongan, paksaan, ancaman, tipu muslibat yang di
lakukan untuk memperoleh kesepakatan nikah (Sumiarmi, 2004:13)

Adanya halangan nikah.

Halangan nikah ini juga dapat merupakan salah satu bentuk cacat dalam
kesepakatan, yakni jika setelah adannya pernikahan di ketahui terdapat
halangan nikah yang membatalkan perkawinan, halangan itu antara lain:

1. Halangan umur; &

Pemnikahan menuntut kematangan biologis seksual untuk melaksanakan

tugas-tugas perkawinan Kematangan biologis seksual biasanya di awali

ketika sesecorang mencapai usia pubertas, disamping itu dibutuhkan pula
kematangan intelektual dan psikoseksual yang cukup agar seseorang
mampu mengemban tanggung jawab perkawinan seumur hidup. Dengan
harapan itulah Gereja menentukan batas minimal seseorang dapat menikah
secara sah yakni 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita. Namun dalam
batasan ini Gereja menyesuaikan dengan hukum negara.

2. Halangan impotensi;

Pada orang-orang tertentu kemampuan melakukan hubungan suami istri

secara natural tidak ada walaupun mereka telah mencapai usia pubertas, hal

ini di namakan impotensi. Impotensi bisa mengenai pria maupun wanita.
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Impotensi bisa menjadi halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah
jika impotensi itu ada sejak pranikah dan bersifat tetap

Halangan ikatan perkawinan sebelumnya;

Dalam Gereja Katolik sifat monogam perkawinan adalah sifat hakiki
perkawinan yang bersumber dari Hukum [lahi yang tidak bisa di dispensasi,
sehingga perkawinan yang di langsungkan oleh mereka yang masih terikat
perkawinan sebelumnya adalah tidak sah

. Halangan beda agama,

Mengingat pengaruh sakramen perkawinan bagi kehidupan.iman itulah
maka Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan
perkawinan beda agama, yakni menikah dengan mereka yang nonkatolik,
namun di sist lain Gereja juga ingin bersikap realistis. Gereja mengakui
bahwa setiap orang menentukan jodohnya sendiri sekalipun berbeda iman
atau agama, sehingga Gereja memberikan dispensasi bagi mereka yang
ingin melakukan perkawinan beda agama

. Halangan tahbisan suct;

Melalui tahbisan suci, seorang Katolik menjadi pelayan Gereja. Mereka itu
adalah Imam, Uskup atau Diakon. Dalam ketentuan ini yang menjadi
penghalang adalah tahbisan suci, bukan statusnya. Di karenakan pelayan-
pelayan Gereja ini terikat tarak (sumpah) seumur hidup dengan tujuan lebih
bebas mengabdikan diri untuk Allah dan manusia. Sehingga seseorang yang
telah menerima tahbisan suci akan terhalang untuk menikah secara sah
karena kehidupan pelayan Gereja ini tidak dapat dihayati bersama-sama
dengan hidup perkawinan.

. Halangan penculikan;

Halangan penculikan atau penahanan ditetapkan untuk menjamin kebebasan
para pihak yang memiliki hak untuk menikah tanpa paksaan. Kemauan
bebas adalah syarat mutlak demi keabsahan kesepakatan nikah. Seseorang
di katakan di culik kalau dia diambil dari tempat tinggalnya atau darn
tempat dia kebetulan berada dan dibawa pergi secara paksa ke tempat yang

dipilih oleh penculik. Penahanan berarti menahan paksa seseorang di suatu
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tempat, bahkan di tempat tinggalnya sendiri, serta menghalanginya untuk
bergerak dan bertindak secara bebas.
| 7. Halangan kriminal;

Bahwa bisa jadi sepasang pria dan wanita untuk memuluskan rencana
pernikahan, mereka membunuh suami atau istri sendiri atau membunuh
suami atau istri pasangannya Jika hal ini terjadi maka perkawinan yang
sudah berlangsung dapat dinyatakan tidak sah.

8. Halangan hubungan darah;
Dua atau lebih orang dikatakan memiliki hubungan darah jika ikatan darah
di antara mereka timbul dari proses generatif (kelahiran atau keturunan),
baik di dalam ataupun di luar perkawinan yang sah.Gereja menetapkan
halangan hubungan darah untuk menghindarkan perkawinan antara orang
yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat karena berakibat buruk
terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental dan intelektual bagi anak yang
dilahirkan.

9. Halangan hubungan semenda,
Hubungan semenda lahir sebagai akibat dari suatu faktor ekstern (ikatan
perkawinan) bukan faktor intern (ikatan darah). Maka dari itu, hubungan
semenda lebih merupakan suatu pertalian yuridis, bukan ikatan natural atas
dasar generatif. Karena menurut Gereja suami istri menjadi “satu daging”
melalui perkawinan dan merupakan satu kesatuan, maka orang-orang yang
memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak menjadi saudara bagi
pihak yang lain

% 10.Halangan kelayakan publik;

Halangan ini timbul dari adanya perkawinan yang tidak sah yang di susul

hidup bersama seperti layaknya suami istri dan adanya relasi tetap yang
mirip perkawinan (kumpul kebo). Halangan ini menggagalkan perkawinan
antara pihak pria dengan orang yang berhubungan garis lurus tingkat
pertama dengan pihak wanita.
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11.Halangan pertalian hukum.

Pada suami istri yang tidak memiliki anak kandung dimungkinkan untuk

mengangkat seorang anak lewat adopsi legal, yakni melalui proses hukum

dan otorisasi Pengadilan. Anak yang diadopsi dengan cara ini memiliki
relast dengan orang yang mengadopsi memiliki relasi orangtua-anak. Hal
inilah yang di sebut pertalian hukum. Dan pertalian hukum menciptakan

halangan nikah Gerejawi (Purwoharsanto, 1995:66-91).

Langkah-langkah dalam memutus perkawinan yang Ratum Et Consumatum

(perkawinan sah dengan persetubuhan) adalah:

a  Pemohon menyerahkan permohonan pada Pengadilan tingkat pertama dengan
menguraikan pokok permohonannya dan minta pelayanan Hakim;

b  Hakim mempelajari berkas, mengirim dekret pemanggilan kepada pemohon
dan responden dan sedapat mungkin mengajak mereka memperbatki hidup
sebagai suami istr1 dan mengesahkan hidup bersama perkawinan;

¢ Jika hal itu tidak berhasil, Defensor Vincuoli menyusun pertanyaan-
pertanyaan pemeriksaan pemohon, responden dan para sakst;

d  Pemeriksaan pemohon, responden dan saksi oleh auditor, dan pemeriksaan
bukti-bukti oleh Asesor;

e  Pembelaan pithak pengacara dan catatan Defensor Vincuoli,

£ Putusan Hakim (Purwoharsanto, 1995:25)

Kemudian berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini dilakukan kajian
terhadap kasus antara Linda dengan Yon sebagaimana tercantum dalam putusan
No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr yakmi bahwa perkawinan tersebut tidak dapat diputus oleh
Gereja (wawancara dengan Grace Anastasia, 10 Maret 2006). hal im dikarenakan
tidak terdapat alasan-alasan yang dapat memutus perkawinan antara Yon dan Linda
secara Hukum Gereja. Ada 2 alasan yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak
dapat diputus menurut Hukum Gereja yakni:

a. Dalam perkawinan tersebut telah terjadi persetubuhan, bahkan disebutkan
telah dikarumat seorang anak yakni Wynona Jessica Harianto, sehingga
perkawinan tersebut tidak dapat diputus dengan dispensasi super rato dan

Paus;
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b.  Tidak terdapatnya alasan-alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah yakmni
tidak adanya cacat dalam kesepakatan, masing-masing pihak mampu
memahami mengenai hakekat perkawinan Katolik dan tidak ada halangan
nikah. Bahkan disebutkan dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya
bahwa Linda dan Yon menikah atas dasar suka sama suka dan didahuluit masa
pacaran yang cukup lama sehingga sama sekali tidak ada unsur paksaan.

Sehingga dalam hal im1 Gereja tidak dapat memutuskan perkawinan antara Linda

dan Yon dan perceraian sipil yang dilakukan oleh Yon dan Linda dianggap tidak

sah oleh Gereja, sehingga Pastor Paroki ataupun Pastor yang menangam

Pernikahan antara Yon dan Linda dapat membantu mereka untuk mencari adanya

cacat dalam kesepakatan, halangan nmikah dan hai lain yang menyebabkan

perkawinan itu tidak sah, namun jika hal tersebut tidak ditemukan maka
perkawinan mereka tidak diputus oleh Gereja. Dalam hal imi Yon dan Linda oleh

Gereja disebut dalam keadaan skandalum yakni suatu keadaan di mana seseorang

tidak dapat menerima sakramen-sakramen. Keadaan skandalum im dapat ditolong

oleh Gereja secara pastoral, namun Gereja dalam hal ini harus berhati-hati agar
syarat menerima sakramen benar-benar terpenuhi. Syaratnya adalah:

1. Lingkungan mendukung;

2. Rajin ke Gereja;

3. Pastor Paroki mendukung.

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, dilakukan analisa terhadap
permasalahan yang ada, yakm: mengenai pemutusan ikatan nikah yang dilakukan
oleh Gereja terutama selain kematian pasangan adalah tepat, alasannya adalah
bahwa suatu perkawinan sah dianggap sempurna jika telah terjadi persetubuhan
antara suam istri, atas dasar itulah maka perkawinan yang belum disempurnakan
dengan persetubuhan dapat diputus dengan dispensasi dari Paus asalkan ada alasan
yang wajar.

Selanjutnya adalah mengenai pemutusan ikatan perkawinan yang telah
disempurnakan dengan persetubuhan dengan pembatalan perkawinan juga tepat,
karena dalam hal 1m segi hokum diaplikasikan kedalam segi moral, yakni
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meskipun Hukum katolik tidak mengenal perceraian akan tetapi jika terbukti
perkawinan tersebut tidak sah maka tetap perkawinan tersebut harus diputus.
Halangan nikah tidak bermaksud membatasi hak dan kapasitas natural yang
bersifat kodrati yang dimiliki setiap orang karena setiap orang berhak untuk
memilih status kehidupan namun hak ini tidak boleh dipakai untuk mensahkan
sembarang hubungan laki-laki dan perempuan.

Mengenai perceraian yang dilakukan Yon dan Linda di Pengadilan Negeri
adalah tepat, karena Gereja sudah tidak dapat lagi memutus perkawinan mereka
disebabkan tidak adanya bukti bahwa perkawinan mereka tidak sah, tidak ada
halangan nikah bahkan mereka menikah didasari perasaan suka satu sama lain,
dalam hal ini gereja menyerahkan sepenuhnya kepada Yon dan Linda untuk
menggunakan hak mereka sebagai warga negara untuk melakukan perceraian di
Pengadilan Neger.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim PN Dalam Memutus Perkara
Nomor.42/Pdt.G/2005/PN.Jr
Dasar Pertimbangan Hukum hakim Pengadilan Negeri Jember dalam
memutus perkara No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr adalah:
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka
majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, di mana
dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama
WYNONA JESSICA HARIANTO

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan bahagia, akan tetapi
akhir-akhir ini sebelum diajukannya gugatan perceraian ini selalu terjadi
pertengkaran atau cekcok yang tidak bisa didamaikan lagi

c. Bahwa sejak satu bulan sebelum diajukannya perceraian, Penggugat dan
Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
suami dan seorang isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;
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Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia
mengharapkan, setiap perkawinan dapat hidup bahagia dan kekal, namun demikian
karena sesuatu hal, perkawinan itu tidak semuanya dapat menjadikan bahagia,
untuk itu peraturan perundang-undangan memberi jalan keluar untuk memutus
ikatan perkawinan, Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 1 Tahun 1974
yo PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta, majelis berpendapat bahwa
alasan Penggugat sangat beralasan dan sesuai dengan pasal 19 huruf F dari PP No.9
Tahun 1975,untuk itu cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan
gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan terhadap gugatan cerai yang
diajukan oleh penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anaknya.

Menmmbang, bahwa  terhadap  keberatan  tersebut  majelis
mempertimbangkan sebagai benkut :

a) Bahwa dalam hubungan lahiriah dan batiniah antara suami dan istri harus
tidak ada ganjalan yang menghadangnya , keduanya harus seiya sekata dalam
mengarungi kehidupan rumah tangganya. Kalau sampai terjadi adanya
gangalan hubungan berarti sudah tidak harmonis lagi.

b) Bahwa jika perasaan sudah tidak cocok lagi yang terjadi justru ketidak
bahagiaan atau ketidak harmonisan. Dan ini berarti bertentangan dengan UU
Perkawinan itu sendiri yang menghendaki kebahagiaan yang kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c) Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup
dalam satu rumah lagiHal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi
keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.

d) Bahwa majelis sudah berkali-kali mengupayakan untuk berdamai, ternyata
Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri perkawinan ini.

¢) Bahwa benar jika UU Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadi
perceraian, akan tetapi disisi lain pengadilan juga harus memutus setiap
perkara yang diajukan ke persidangan sesuai peraturan perundang-undangan
yang ada.
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f) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berkesimpulan dan
keberatan Tergugat haruslah dikesampingkan, sehingga oleh karenanya
gugatan harus di kabulkan.

Menimbang, bahwa setelah gugatan perceraian dikabulkan, akan
dipertimbangkan siapa yang berhak menjadi wali terhadap anak Penggugat dan
Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kedua orang tuanya bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap kelangsungan hidup anaknya, tetapi untuk menentukan
perwalian sebelum anak dewasa, Penggugat dipandang paling pantas dan wajar,
sebab anak yang masih dibawah umur secara psikologis akan lebih baik berada
dalam perwalian ibunya, namun Tergugat diberi kesempatan setiap saat dengan
memperhatikan waktu yang layak, untuk menghubungi atau bertemu dengan anak
tersebut

Menimbang, bahwa terhadap nafkah yang diminta oleh Penggugat adalah
tidak adil karena Tergugat saat ini sedang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
Akan tetapi untuk biaya pemeliharaan anaknya, majelis sangat beralasan untuk
mengabulkannya. Sebab membiayai anak adalah kewajiban orangtua bersama-
sama.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat ada dipihak yang kalah, maka di
hukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara im.

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam
perkara ini, khususnya pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 Tahun
1975.

Dari uraian dasar pertimbangan hukum Hakim diatas penulis
mengkajidengan melakukan wawancara dengan Sutadji, S.H, Hakim Pengadilan
Negeri Jember bahwa dalam memutus suatu perkara perceraian bagi yang
beragama selain Islam khususnya Katolik, Hakim juga memperhatikan norma
agama yang bersangkutan, akan tetapi bukan untuk pertimbangan dalam
memberikan putusan tetapii merupakan salah satu cara untuk mendamaikan para
pihak, karena diharapkan jika suami istri yang akan bercerai mengingat janji
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mereka pada saat perkawinan dan dengan nasehat dari pihak Gereja, suami istri
tersebut dapat membatalkan keinginan mereka untuk bercerai

Uraian dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa dalam Agama Katolik
tidak mengenal perceraian, akan tetapi dasar agama ini tidak disinggung sebagai
dasar Yuridis, tetapi justru menguatkan bahwa wadah perceraian bagi yang
beragama selain Islam adalah Pengadilan Negeri. Kemudian dalam memutus cerai
bagi pasangan yang beragama Katolik, hakim melakukan penemuan Hukum
dengan metode argumentum a contrario, yakm apa bila Undang-undang
menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka peraturan itu terbatas
pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.
Atau dengan kata lain suatu peristiwa tidak diatur secara khusus oleh Undang-
undang, tetapi kebalikan dari penafsiran tersebut diatur oleh Undang-undang.

Hakim mempertimbangkan sahnya perkawinan dan ketentuan beristri lebih
dari seorang, yang menentukan bahwa sahnya perkawinan menurut agamanya
masing-masing serta untuk bernistn lebih dan seorang dengan syarat hukum agama
suami membolehkan. Karena dalam perceraian tidak ditentukan adnya syarat
bahwa hukum agama membolehkan maka secara argumentum a contrario hakim
menganggap bahwa untuk menerima gugatan perceraian fidak perlu
mempertimbangkan ketentuan dalam hukum agama penggugat perceraian.
ini dilakukan analisa terhadap permasalahan yang a(h, mengenai pertimbangan
hukum yang menyatakan bahwa alasan penggugat sangat beralasan dan sesuai
dengan pasal 19f PP No. 9 Tahun 1975 menurut penulis adalah benar akan tetapi
dirasa kurang, karena dalam fakta dikemukakan bahwa ada pemukulan, ancaman
dan kekerasan yang dilakukan oleh Yon selaku suami sehingga jika dapat

dibuktikan bahwa kekejaman tersebut membahayakan jiwa istri maka dalam
memutus perkara selain didasarkan pasal tersebut juga didasarkan pada pasal 19d
PP No. 9 Tahun 1975.

Kemudian berdasarkan Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa jika

dalam perkawinan sudah tidak ada keharmonisan lagi maka hal itu bertentangan
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dengan UU No. 1 Tahun 1974 itu sendiri yang menghendaki kebahagiaan yang
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tepat, jadi meskipun ada
keberatan tergugat untuk menceraikan penggugat namun jika perkawinan tersebut
hanya tidak membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak maka tidak ada
gunanya lagi jika diteruskan.

Kewajiban Majelis Hakim untuk selalu mengupayakan perdamaian dan
keharusan bagi Pengadilan untuk memutus setiap perkara yang diajukan di
persidangan sesuai peraturan Perundangan juga dirasa tepat. Hal im berkaitan
dengan peran hakim yang aktif mendamaikan sesuai pasal 130 HIR yang berbunyi
“Hakim sebelum memulai memeriksa perkaranya, mengusahakan perdamaian”.
Hakim juga harus memutus menurut hukum dan mencantumkan pertimbangan
tentang hukumnya dalam putusannya.

Pertimbangan mengenai hak perwalian anak di bawah umur adalah benar jika
diserahkan kepada penggugat, alasannya adalah bahwa anak tersebut masih
memeriukan kasih sayang Ibunya untuk perkembangan mental dan fisiknya,
kecuali jika terbukti bahwa karena sesuatu hal si [bu tidak cakap merawat dan
mendidik anak. Karena itulah maka penetapan tentang hak pemeliharaan dan
pengasuhan anak yang belum dewasa adalah sangat penting untuk diputus oleh
Hakim, karena apabila diabaikan di samping menimbulkan penderitaz
dapatber&nbatnmb\ﬂnyamgkmpemhmnamkdkamhm Dengan
demikian perlu dipertimbangkan secara seksama agar pemeliharaan anak di bawah
umursetelah terjadinya perceraian harus diputus seadil-adiinya oleh Hakim karena
hal ini menyangkut kedudukan hukum anak tersebut.

Analisis terakhir adalah mengenai metode penemuan hukum yamg dipakai

oleh Hakim dalam memutus perceraian antara pasangan suami istr1 yang beragama

Katolik yakni argumentum a contrario adalah tepat, karena jika Hakim
menganalogikan ketentuan sahnya perkawinan dan beristri lebih dari satu yaitu
agama calon mempelai maka secara eksplisit untuk perceraian juga berlaku hukum
agama yang bersangkutan maka konsekwensinya hakim akan memutuskan gugatan
perceraian tidak diterima karena hukum agama melarang, khususnya hukum agama
Katolik.
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3.3 Akibat Hukum Pemutusan Ikatan Perkawinan Bagi Anak Di Bawah
Umur
Sebelum diuraikan mengenai akibat pemutusan ikatan perkawinan bagi anak

di bawah umur, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian anak di

bawah umur. Anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa. Istilah

“kedewasaan” menunjuk pada keadaan sesudah dewasa yang memenuhi syarat

hukum. Hukum membedakan hal ini karena karena hukum menganggap dalam

lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis
yang pada anak belum dewasa masih dalam taraf permulaan.

Banyaknya UU yang mengatur tentang definisi anak dan batasan usianya
menjadikan hukum positif kita tidak mempunyai suatu kriteria yang pasti, akan
tetapi dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 adalah lebih tepat
apabila berpedoman pada peraturan yang paling baru untuk mengatur masalah yang
sama. Untuk dapat memberikan pengertian yang jelas maka dalam penulisan
skripsi ini ditetapkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang berusia belum
genap atau berada di bawah umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan 19
(sembilan belas) tahun untuk pria yakni dengan merujuk dari pasal 7 ayat 1 UU
No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

(D) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai emur 19
(sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun.

Dari pasal tersebut diperoleh pengertian bahwa anak yang belum dewasa adalah

yang belum mencapai usia perkawinan sebagaimana tersebut diatas. Mengenai

akibat hukum dari pemutusan ikatan perkawinan adalah jika perkawinan tersebut
putus karena kematian maka anak merupakan kewajiban dari orang tua yang hidup
terlama. Sedangkan akibat hukum pemutusan ikatan perkawinan karena perceraian
dan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun

1974 yang menyebutkan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

a Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
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perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan

keputusannya;

b  Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan
yang diperlukan anak dan itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut
memikul biaya tersebut.

Dari ketentuan di atas bahwa meskipun perkawinan telah bubar, baik Ayah maupun

Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka,

semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun secara de facto pelaksanaanya

hanya oleh salah satu pihak dari mereka. Ini berarti bahwa salah seorang dari Ayah

dan Ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya itu sebelum mencapai umur 18

( delapan belas ) tahun, perwalian itu meliputi baik pribadi anak maupun harta

bendanya.

Apabila Bapak atau bekas suami ingkar dar tanggung jawabnya maka bekas
ister1 dapat menuntut biaya tersebut kepada Pengadilan agar menghukum bekas
suami melakukan pembayaran biaya yang di anggap patut jumlahnya oleh
Pengadilan. Jadi pembayaran itu dapat dipaksakan (law enforcement) berdasar
putusan Pengadilan.

Apabila ternyata kemudian besarnya pembiayaan anak-anak, baik hal itu atas
penetapan Pengadilan maupun atas dasar petsenguan bersama antara bekas suami
istert tadi nyata-nyata tidak mencukupi, dtsebabkan inflasi moneter, misalnya,
ataupun oleh karena makin banyaknya keperluan pendidikan yang di butuhkan oleh
anak-anak sesuai tingkat pendidikannya itu sendiri, maka dalam pelaksanaan
pemehiharaan anak-anak, hukum tidak menghalangi yang bersangkutan untuk
menuntut pertambahan yang pantas yang memungkinkan dapat mencukup: biaya

rutin yang paling minimal untuk kepentingan kehidupan dan pendidikan yang
semestinya.

Dengan demikian atas dasar hukum di atas tidak ada alasan apapun yang dapat
merubah prinsip tanggung jawab dan kewajiban orang tua terutama bapak untuk
memenuhi kepentingan anak-anak kecuali Bapak tersebut sakit gila atau berada

dalam keadaan sakit yang sangat uzur sedangkan harta kekayaannya semuanya
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sudah tidak ada maka keadaan seperti itu dapat diterima sebagai alasan yang dapat
menghilangkan kewajiban hukum tersebut.

Dari uraian di atas maka dalam hal imi dilakukan analisa terhadap akibat
pemutusan ikatan perkawinan bagi anak di bawah umur terutama mengenai
kewajiban Bapak dan Ibu untuk tetap memelihara dan mendidik anak meskipun
telah bercerai sebagaimana tercantum dalam pasal 41 ayat 1 adalah benar karena
meskipun perceraian dapat dapat memutus hubungan suami istri dalam ikatan
perkawinan namun tideak berlaku pula untuk anak-anaknya.

Anak tetap merupakan tanggung jawab orang tua meskipun telah bercerai,
tanggung jawab ini meliputi pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak sesuai dengan kemampuan ekonomi orangtuanya. Hal imi tetap
berlaku meskipun orang tua tersebut telah dicabut dari kekuasaannya sebagaimana
isi pasal 49 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “meskipun orang tua
dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya
pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Kemudian mengenai pelaksanaan pemeliharaan anak yang secara de facto
hanya oleh salah satu pihak dari orang tua yang bercerai, maka alangkah baiknya
jika untuk anak di bawah umur ada di bawah pemeliharaan dan pengasuban Tounya
dengan pertimbangan bahwa anak yang belum dewasa sangat memeriukan kasih
sayang dari seorang Ibu.
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

&

Perkawinan dalam Agama Katolik tidak dapat diputus oleh Hakim PN
karena putusan 1tu akan dianggap tidak sah akan tetapi Hukum Gereja
Katolik membent beberapa pengecualian bagi beberapa perkawinan
Katolik yang dapat diputus setelah adanya pemutusan perkawinan darn
Pengadilan yakni jika memenuhi syarat, yang pertama karena kematian
salah satu pasangan, perkawinan yang belum disempurnakan dengan
persetubuhan dapat diputus dengan dispensast super rato dan Paus dan
perkawinan yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan dapat
diputus oleh Tribunal hanya jika terbukti perkawinan tersebut tidak sah
vakni jika terdapat cacat dalam kesepakatan, Salah satu pasangan tidak
dapat memahami hakekat perkawinan Katolik yang merupakan obyek
kesepakatan nikah dan adanya halangan nikah.

Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam
memutus perkara Nomor 42/Pdt.G/2005/PN Jr adalah sesuai dengan UU
NO. 1/1974, bahwa petkawiban merupakan ikatan Tahir batin antara pria
dan wanita untuk membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan
adanya ikatan lahir batin in1 maka jika perasaan sudah tidak cocok lagi,
yang terjadi justru ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan itu
tidak akan tercapai. Dt samping itu, Hakim juga mengacu pada pasal 19
PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Akibat pemutusan ikatan perkawinan bagi anak di bawah umur karena
kematian maka suami atau istri yang hidup terlama yang berkewajiban

memelihara, sedangkan untuk perceraian dan pembatalan perkawinan

48
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maka kedua orang tua berkewajiban memelihara meskipun secara de facto
pelaksanaannya hanya oleh salah satu pihak.

4.2 Saran

1. Bahwa Pengadilan harus terus mengupayakan terlaksananya perdamaian
antara suami istri yang ingin bercerai dan senantiasa menghimbau bagi
orang-orang terdekat bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai untuk
ikut mendamaikan mereka demi kebaikan suami istri itu sendiri dan
sebagai usaha mempersulit terjadinya perceraian.

2. Gereja harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan kedua calon mempelai
dalam suatu perkawinan agar nantinya tidak di temukan adanya cacat yang
dapat membatalkan perkawinan itu.

3. Dalam pembiayaan bagi anak di bawah umur, sebaiknya juga lebih di

~ perhatikan mengenai penambahan biaya misalnya karena perubahan inflasi
moneter atau bertambahnya biaya pendidikan dengan semakin
meningkatnya pendidikan anak  meskipun anak tersebut tidak
memintanya.
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LAMPIRAN II

PENGADILAN NEGERI JEMBER
Alamat : Jalan Kalimantan No. 3
Telp. (0331) 337471, 335845, fax 333845
Kode Pos 103, Kotak Pos 68121 Jember

SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SUTAJL, SH.M.Hum
NIP : 040053679
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Jember

Dengan imi menerangkan bahwa

Nama - CHRISTINA DAMAYANTI
NIM 020710101242

Program | : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Jember

benar-benar telah mengadakan Konsultasi tentang “ Kajian Yuridis Tentang Pemutusan
Tkatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Pasangan Suami Istri Yang Beragama
Katolik (Studi Kasus Putusan PN Jember No. 42/Pid.G/2005/PN.Jr) « pada Pengdilan
Negeri Jember, dari tanggal 10 Maret 2006 s'd 11 April 2006.

Demikian surat keterangan ini kami buat mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi

vang bersangkutan dan dapai dipergunakan sebagaimana mestinya.
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__Digite | DAMPIRAN III
PUTUSAN £ i
No.42/Pdt G/2005/PN Jr ) |

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG HMAITA ESA
Pengadilan Negeri Jember yang memerniksa dan mengadli perkara perdata,
dengan ini menjatuhkan puiuszn dibawah ini dalam gugatan antara:

YULIATI ROSALINDA, Beralamat di Desa Garahan, chamafan Silo, Kabupaten

immber ( dahulu bertempat tinggal di JI. Gang Bentul A/19,
iKee. Sumbersari, Kab Jember),

selanjutnya disebut scbagai... ... ............. PENGGUGAT;-

e

Melawanu :

EKO _SETIONO FARIANTO. Beralamat di Jalan Gang Bentul A/19, Kecamalar.

Sumbersart, Kabupaien Jember,
selanjutnya disebut sebagai i R TERGUGAT
PENGADILAN NEGEK! 'I'ERSEBUT.:'
Sectelah mcmpcl:\j.:iri beckas perkara;-
Setelah memperhatikan pembuktian perkara ini;-
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Mecnimbang, bahwa Pengpugat mcléhﬁ surat gug: !:mﬁyn icnanggal 28 Apnl
2005, yang terdaltar i Penpgadiian Negert ..!c"mbcr p:tda‘ mnf,gal 28 April 2005 terdaftar ‘
dibawah No. 42/Pdt../2005/PM Jr, telah mengemukakan hal-hal sebagpri berikut
- Bahwa Penggugai denpan Tergugat telah melangsungkan peckawvinan di Kanior
Catatan Sipil, Kabupater: lember, pada tanggal 31 Juli 2000 sebeg rimana tersebul
dalam kutipan Akta leckaveman No. 07/172/2000 tangeal 10 Aprestas 2000,
Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah earoniat scorang
anak perempuan yang diberi nama © Winona Jessika Hartanto, afiie pada tanggal 20
November 2002;
- Bahwa, semula perkawinan antara Penggupgat dan Tergugat tentera dan harmonis
layaknya rumah tangga l;xi nnya, meskipun Térgugat tidak bekerja;

- Bahwa sctclah peckewin:a Penggugat dan Tergugat beralan 2 (dua) tahun,
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kemudian timbul percebcokan yang menyebabkan perbedaan ﬁé‘i)dﬁpﬂ( yang
berkepanjangan, schingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat -;ggn'ifakin retak
ditambah lagi Tergugat sering main kekerasan yaitu memukul Penggugat, bahkan

Tergugat mengancam diri Penggugat akan dibunuh dan akan dihancurkan pekerjaan

Penggugat; %

Bahwa, Penggugat sering kali mengalah, - akan tetapi Tergugat malah sering

menjadi-jadi schingga Penpgugat sekarang pesgi ke rumah orang tuanya sendin di

Desa Garahan, Kezamatan Silo, Kabupaten Jember bersama anaknya bernama

Winona Jessika bariante yang masih berumur 3 (tiga) tahun;

Bahwa, Penggugat selama 3 (tiga) tahun tidak pérnah diberi uang nafkah padahai

tiap Bulannya pcr.gi:luamn uang Rp.750.000,00 ( tujub ratus lima puluh ribu rupiah)

dikalikan sclama 3 (liga) tahun atau 36 (tiga pulub cnam) = Rpl?S0.000,00 36 3 =

Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta) ditambah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus hma puluh

ribu rupiah) setiap bulannya sclama Pcnggug_at belum kawin;

-~ Bahwa, Penggugat dengan ’chgugat untuk menyclesaikan masalah in sc-cara baik-
baik namun tidak berbasil, bahkan perselisihan s.cm:\kin merneing /memuncak oleh
karema itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat uniuk mengurangi penderitaan lakic
maupun bathin, maka sangat beralasan jika Pengpugat meagajuian gugatan ini ke

~engadilan Negeri fember, guna mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur
hukum dan ss:lanjutnya Pengadilan Negeri Jember memutuskan, menyatakan bahwa
hubungan pcrkﬁivi nan antara Penggugat dengan Tergugat putus Karcna pcr.ccr'aian;

‘Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua Pengadilan Megeri Jember, untuk memanggil kedua belah pibak, guna
diperiksa dan didengar keterangannya serta kemudian memben potusan scbagai
berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sclurubnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

berlangsung pada tanggal 31 Jueli 2000, scbagaimana fercantum d:ll-:.\m akta

perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Tingkat IT Jember No. 07/172/2000, putus

karena perceraian;

NP
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ditunjuk agar supaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukuxﬁ tetap , -
mngirimkan salinan resmi dari putusan ini kepada Kantor Dinas }\qx,nduduka'n
Kabupaten Jember uniuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan unluk_ iu;

4. Menyatakan bshwa Winona Jessika Harianto, );ang masth berumur 3 (tiga) tahun

diasuh oleh Penggugat (Ibu kandung);

5 Mcnyatakmi babwa Terpupatl agar .up.dya memberikan uang> nalkah pada
Penggugat selama 3 (tiga) tahun yang tiap bulannya Rp.750.00(),00 atau 36
bulan X Rp.750.000,00 = Rp..27.000.000,00 (dva puluh. tujuh juta rupiah)
ditambah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bul:mn);a
‘selama Penggngat belum kawin,

6 Menghukum sepala biaya yang timbul dalam perkara int kepada Tergugat;
Menimbang, hahwa pada' hari persidangan yang telah ditctapkan Penggugat dan

Tergugat hadir sendiri-sendiri. Selanjutnya majelis mengusahakan untuk berdamai, akan
tetapi tidak berhasil.- Keinudian surat gugatan dibacakan dan atas pembacaan térsebut
Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.
Menimbang, bahwa atas gugatan terscbut Tcrghgat mengajukan jawaban scba gu.i

berikut :
- Bahwa, ralat nama anak yang benar : Wynona Jessica Harianto;
- Bahwa kami menikah atas dasar suka sama suka dengan penub kesadanan dengan

. lata cara pcmbc.rka(an Gurcja Katholik pada tanggal 31 Juli 2000 berlanjut deng w

Resepsi pernikahan di RM Sumber Nikmat, tentunya hal-hal tersebut membutuhkan

biaya yang tidak scdikit sckitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang

semuanya ditanggung ofeh Tergugat (Eko Setyono [larianto) mana mungkin

Tergugat dinyatakan tidak bekerja, tapi mamipu membiayai semuz pengeluaran

untuk acara pernikahan tersebut, jus;tru pada saat itu (tahun 2000) Tergugu bckerja

di sektor Tembakan dengan penghasilan yang lebih dari cukup (Rp. 5 Juta) sehingga

' merasa yakin maipu sccafa materiil untuk menikah);
- Bahwa sctelah pernikuhan bcrjg_lan'Z (dua) tahun (berarti dimulai 31 Juli 2002) .is;ri

(Penggugat) dalam keadaan hamil sclama 4-5 bulan, mana mungkin Tergugat
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( :
memukul istrt yang sed'mg hamil, justru pada bulan met Jum G .02 cnggugal.

\
5]

scdang hamil 3 bulan terkena serangan Penyakit Radang balura\ Pennﬁxsan

sehingga Penggugat tidak mampu bangun dari tempat tidur, siapa lagi yang merawat

kalau bukan Tergugat selama | bulan penuh. Mengenai ancaman-ancaman yang

- disebutkan Penggugat memang terjadi pada bulan april yang ciscbabkan emosi

sesaat setelah Tergugat mengetahui dua kali dibohongi Penggugt dengan alasan-
alasan kondangan dan lembur kerja pada tanggal 7 dan 9 April 2005, (ctapi yang

terjadi adalah Penggugat keluyuran jalan-jalan sendiri tanpa perduli anak kami yang,

“sedang sakit di rumah. Tetapi setelah mengatakan ancaman-ancaman tersebut

Tergugat merasa cara yang dilakukan tidak benar dan menyesal. Akhirnya kami
kumpul bersama keluarga Penggugat dan kami menvawakan masalah selesai pada
waktu itu;

Mcskipun masih ada rasa sakit hati dibohongi Penggugat, Tergugat berusaha
meredam emosi, tapi Pcn;,gu;,at malah masnh berusaha untuk mencari-cari alasan
agar bisa kcluyurnn sondman aja, meski Tcrg,ui,at sering mcnnwarkan knlau
memang ingin jalan-jatan lebih baik kami sekeluarga juga jalatx-Jalan beisama.
Akhirnya karena Tergugat merasa emosi kami gampang meledak kalau terus berada
di rumah Jember Permai 1/AL9 Tergugat berinisiatif dan mengantar “beslibur” di
rumah dinas orang tuu Perpgupat di Garahan pada tanggal 21 April 2005, dengan
pemikiran mungkin saja kaﬁxi bisa mendinginkan ;}ikimn kami masing-masing , tapt

vang terjadi justru. scbaliknya, entah karena apa justru istri Tergugat makin keras

‘hati dan makin sering menyatakan ingin berpisah saja tanpa alasan yang jelas. Dan

akhirnya tanpa sepengetahuan Tergugat, istri Tcrgugat' secari diam-diam
mengajukan gugatah perceraian p:_xda tanggal 28 April 2005 dengan diantar o;ang
tua Penggugat;

Bahwa kami pada saat samma-sama masih mempunyai penghasilan, kami biasahy:\
langsung membeli barang-barang yang diperlukan dengan uang k#xni masing-
masing . dan tidak ada aasan Tergugat untuk marah, sclagi ada vang di dompet yé
diberi langsung bila Penggugat meminta wang untuk membeli barang yang

diperlukan;,

e
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Bahwa, kami Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyat pertj mjum mcx\gcnai
perhitungan uwang scperti yang dimaksud oleh Penggugat, tapt ;(‘c,f:i';\xgdl bisa
membuktikan bahwa sanipat dengan taﬁggal 15 Agustus 2004 dengan tanda bukti
slip transfer dan pcnarikzm ATM BCA, Tergugat masih mempunyai kemampuen
ckonomi lumayan cukup, agar tidak menyita waktu dan tempat penulisan Tergugat

merinci mulai dari November 2003 — Agustus 2004 sebagai berikut;

- Jumlah November 2003 - Rp.1.650.000,00
- Jumlah Desember 2003 | : Rp.5.400.000,00
- Jumlah Janvari 2004 :Rp. 350.000,00
- Jumlah Pebruari 2004 :Rp. 400.000,00
- Jumlah Marct 2004 :Rp. 459.000,00
- Jumlah Aprit 2004 :Rp. 500.000,00
- Jumlah Mci 2004 - Rp. 400.000,00
- Jumlah Juni 2004 :Rn. 200.000,00
- Jumlah Juli 2004 : : Rp. 200.000,00
- Jumlah Agustus 20(\4 : Rp. 200.000,00

Jad.i terbukti paling tidak samp."li dengan bulan Agustus 2004, 'l'crgﬂgat masih
mempunyai kemampuan ckonomi sei;ingga tuduhan Penggugat sclama 3 tahun
il ditrt oafia (RN

Bahwa Tergugat sciama bebierapa bulan ini berusaha dan mencoba instropeksi diri

alas terjadinya banyak gejolak di rumah tangga dan menvadari ada beberapa

kesalahan dalam membina rumah tangga yang Tergugat lakukan, dan Tergugat
benar-benar berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut aniara i:\iﬁ;

- Selama im dasar-dasar kcagﬁmaan dalam rumah tangga dan keluarga mcmmig
sangat kurang, Tergugat menyadari dan berusaha mengajak anak istr untuk raj.in
ke Gereja St. Yusuf tetapi begitu Penggugat l])élxmlltllskalu tinggal di rumah orang
tuanya di Garahan Tergogat mengalami kesulitan untuk menpajak keluarga
Tergugat untuk kembali rajin beribadah di Gereja Jember, dan secara pula orang,

tua Penggugat pada beberapa bulan terakhir juga amat jarang datang ke Gereja;
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- Tergugat menyadari bahwa perhatian kepada anak istri kuraig' dan merasa

bersalah dan berjanji kepada Penggugat dan kepada diri sendini \m"l\ul‘(:‘-jauh lcbib
bisa memperhatikan dan berbagi kasih sayang dalam satu ikatan keliarga
harmonis; A

- Tergugat juga berniat agar kchidupan keluarga secara ckonomi akan Ciperbaiki
dcng:m. memperluas  bidang pc!;’crjaan yang akan. digeluti, tcrmasuk bidang
Tembakau diinana Ter:zugat telah menja!ani sejak awal pernikahan; .

- Tergugat pada dasan.va hendak memperbaiki diri dan bcrmaksud baik untuk
menepertahankan kemuhan rumah la‘ngga demi masa depan bersama dan bentuk
pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dimana secara iman
Kristen - tidak  diperbolehkan  adanya perceraian dan  Tergugat jugﬁ mau
n@maaﬂcan apapun kesalahan Pengpugat;

Maka sudilah kiranya Bapak ¥ctua Pcngadillan Negert Jember;

- Tidak mengabulkan sclur_uh gugatan Penggupat termasuk lﬁayar perkara
scharusnya menjadi tanpgung jawab Penggugat sclaku pihak yang scca}a akuf
mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember.

Menimbang, bahwa sclanjutnya Penggugat mengajukan replik teriasggal 26 Mei

2005, dan pthak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 2 Juni 2005, raasing-masing

terlfampir dalam berkas, untuk singkamyd dianggap tcrmuat dalam putusat ini,
Menimbang, bahwa usiuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
menyerahkan bukti tertolis sebagai berikut

I Fat copy. Setifikat No.1S/KP/IV2000, tanggal 27 Pebruari 2000 dibes innda (P-1);

()

oto copy testimoniura metrimoni tertanggal 31 Juli 2000 diberi tanda (P-2);

L)

Foto copy.kutipan akta perkawinan No.O']) 172/2000 tcrfanggal 10 Agustus 2000
dibert tanda (P-3);

4. TFoto copy kutipan akta kelahiran  Mo.03/ 136/2002 tertanggal 27 November 2002
atas nama WYNONA JESSICA HARIANTO diberi tanda (P-4);

Bahwa Foto copy-I'oto copy tersebut sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

tclah ditempeli materai cukup;-
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Menimbang, bzhwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga

mengahadirkan saksi-saksi -

SUYATI, dibawah sumpah mcncfangkan, yang pada pokoknya adalah scbagai berikut:

Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang kawin ;SQda
tahun 2000 .di gereja, saksi mengetahui karena Pengpugat adalah keponakan
saksi, rumah kami berdckatan;

Bahwa selama dalam perkawinannya 'pcnggugat dan tergugat teizn mempunyat
scorang anak perempuan bernama WYNONA JESSICA HAIE.L'\‘NTO yang
berumur sekitar 3 tahun;-

Bahwa pada awalnya perkawinan mereka baik dan _harmonis dan- tinggal
serumah di JI. S.Parman Gg. Bentoel A. 14 Jember, 1ctapi akhir-akhir ini
Penggugat mer.geluh s2ring bertengkar dengan Tergugat dan puacaknya sejak 3
bulan terakhir Penggugat hcninggalkan Tergugat dan berteinpat tinggal bersama
orang tuannya di dcsz; SGarahan, scdanglfan Tcrgugat tetap dirumah semula;-
Bahwa akhir-akhir ipxi} Tél;gugat tidak bekerja dan hanya u’ﬁggal difuxﬁah saja,
dan inilah yang menycbabkan terjadinya pertengkaran terus.

Bahwa dalam keadaan menangis P:hggugat pernah mengadu pada saksi tentang
pertengkarannya  dan  perlakukan Tergugat vyang juga pernah ‘memukul
Penggugat.

Bzhwa kalaﬁ Penggupat sedang bekerja anaknya yaug bermamna NANA ada di
ruinah sakei. Sedangkan Tergugat i\anya‘ di rumah saja sambil otak atik
komputer. o

Bahwa Penggugat kalau kekurangan ieniang biaya mmz:h tangeanya, biasanyz
meminjam kepada saksi.

Bahwa Penggugat juga sering mengelub kalau Tergugat tid2} mau mencari

kerjaan, pada hal mempunyai tanggungan anak dan ister.

AGUS SALIM, dibawah sumpih menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Xarena sewaktu .

pernikahannya saksi hadir.
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin hidup satu rumah (!i_i‘ll. S Parman -
~ Gg. Bentoel Blok A. No. 17 Jember. | :"’-

- Bahwa sclama dalan: perkawinan pcnggugal’ dan tergugat telah mempunyat
seorang anak perempuan bernama WYNONA JESSICA HARIANTO yang
berumur sekitar 3 tahun;-

- Bahwa padad awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun akhir'-akhir
ini sering terjadi pertcng,karan; apa sebab pastinya saksi tidak tahun.

. - Bahwa dalam keluarganya, Penggugat yang bekerja, sedangkan Tergugat dulu
pernah bckérja tetapt sckarang sudah tidak bekerja lagi.

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergngat, - saksi tidak tahu écndin’
fetapi sering diberi tahu oleh Penggugat, bahkan katanya Penggugat pemah
dipukul oleh Te;gugat.

. Bahwa kalau Penggugat sedang bekerja anaknya yang mengasuh adalah sakst,
scdangkan ’I‘crgugal banya tmgg,al di ramah saja.

. Bahwa saksi dibayar tiap bulannya sebesar Rp. 150 nbu &/d Rp. 170 J00. dan
yang membayar adalah Penggugat.

. - Bahwa pada: bulan terakhir Tergugat pernah menjanjikan akan membayar biaya
asuh anaknya, akan tctapi ampai saat ini belum dibayﬁmya.

. Bahwa pemnah pada suatu hart sew;lktu saksi mengas;xh anaknya mercka berdua,
Tergugat mengantar raakanan ke ramah saksi.

- Bahwa scjak beberapa bular; terakhir in Pcnggugni tinpgal di rumah ibunya di
Jcsu gurnban sedunagkan Tergugat tinggal tetap dirumulu_iya.

GRACE ANASTASIA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saks; adalah orang tua Penggugat dan sekaligus mertua dan T ergugz;t.

- Bahwa Peaggugat dan ;crgug,at kawin pada tanggal 31 Juli 2000, dan saat ini
dikaruniai scorang anzk.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin hidup satu rumah di JI. S. Parman

Gg. Bentoel Blok A. No. 17 Jember.

_ Bahwa nada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun akhir-akhir
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habis bertengkar terus lari ke rumih sakel mcnccril:\kan“‘iqix(zxgr)g;,pcrl:\ku:\n
suaminya. : 91

Bahwa katanya Penggugat pcrtchgkaran awalnya terjadi pada saat Penggugat
hamil muda, dan ketika berada di Lumajang (orang tua Tergugat) karena
percecokan tiba-tiba Tergugat memukul Penggugat.

Bahwa dulunya Tergugat pernah bekerja, tetapi sckarang sudah tidak bekerja

lagi. Jadi dalam keluarganya hanya Penggugat saja yang mencari nafkah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk membuktikan

bantahannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SUNANDAR. dibawah sumpah menerangkan sebagat berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kawin sckitar 5 tahun
yang lalu, yang sdh mempunyai seorang anak perempuan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin hidup satu rumah di JI. S. Parman
Gg. Bentoel Blok A. No. 17 Jember.

Bahwa pac’ia awaluya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun akhir-akhi(
ini scring terjadi pcrtcngkhran, apa sebab pastinya saksi tidak tahu.

Bahwa sekitar satu bulanan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat
hidup bersama ibmsya di Garahan &ﬁ?érgugm fefap di rumalhinya. Sedangkan
mengenai apa sebabnya saksi tidak mengctaht;i sccixm pasti.

Bahwa Tergugat dabulu bekera di perusahaan tembakau, tetapi selarang ini
sudah tidak heker;a fagt

Bahwa dalam pekerjaan di rumah mereka, baik Penggugal maupun Tergugat
juga saling bekerja sama satu sama lainnya. . ’
Bahwa yang bekerja dalam keluarga terscbut adalah Penggugat saja, sedangkan
Tergugat hanya tingpal di rumah saja

Bahwa saksi ;ﬁcmah mengetahui kalau Tergugal pernan menerima service
komputer don HP.

Bahwa anak :mercka kalau-dilénggal kerja oleh Penggugat, diasuh olch orang

lain. Tetapi kadang-kdang Tergugat juga mengirimkan makanan dan minuman
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- Bahwa saksi adalah ipar dart Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 31 Juli 2(li00; dan saat ini
dikaruniai scorang anak berumur 3 tahun yang bernama WINONA.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin hidup sau rhmah di JI. S. Parman
Gg. Bentocl Blok A. No. 17 Jember.

- Bahwa setahu saksi kehidupan mereka adalah baik-baik saja.

- Bahwa sekitar 3 minggu seblum gugatan saksi datang ke rumah Tergugat dan

menanyakan keberadaan Penggugat, ternyata sudah berada di desa garahan .

rumah 1bunya.
Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Tergugat mempunyai 'scjumlah uang
untuk ditabungkan di BCA sebanyak Rp 8 juta rupiah. Selanjutnya apékah uvang
lersebut diberikan kepada Penggugat atau tidak saksi tidak mcngclah;linya.

- Bahwa saksi peonah mendengar pengaduan Penggugat yang isinya, kalau
Tergugat tidak memperhatikan fumah tangganya sebab hanya Penggugat saja

yang menanggung segala scsuatunya.

. Bahwa dahulu Teraugat pemah bekerja di tembakau dun pada tahun 2002 |

berhenti, kemudian’ mencari-cari pekajm, dan sambil menunggu pekerjaan
| Tcrgugtl buka service sambilan dibidang elektronik.
- DBahwa saksi pcrr.ah menaschati keduanya untuk menyelesaikan pcrsehsulum
rumah tanganya dengan berdamai saja.
Mcnimbang, bahwa scianjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan
sesuata lagi, dan akhirnyi mohon putusan : .
TRNTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah scba.gui;r.ana tersebut
diatas;- |
Menimbang, bahwa sclanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan,
dimana dari keterangan saksi-saksi, baik ketiga saksi penggugat maupun kedua saksi

tergugat, dihubungkan dengan bukti P1, P-2, P-3 dan P4, maka majelis x_ncndapatkan

e e (SPBITRG h SRS CRTY 1D
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Bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vudu P l -2
P-3), dimana dalam perkawinannya telah dikaruniai scorang anak pcrcm.pu;.x.;:\ yang
bernama WYNONA JESSICA HARIANTO (vide : P-4);-

- Bahwa penggugat dan tergugu! semula hidup rukun dan bahagia, akan tetapi akhir-
akhir sebelum diaju_kanhya gugatan perceraian ini selalu teijadi pertengkaran atau
cek cok yﬁng tidak bisa didamaikan Iagi;-

. Bahwa sejak satu buhn sebelum. diajukannya perceraian, Penggugat can Tergugat
sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, Penggugat dan WYNONA JESSICA
HARIANTO hidup bersama ibuanya di desa Garahan, sedangkan Tergugat tetap
hndupcu J1. S. Parman Gg. Bentoel Blok A. No. 17 Jember.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan f’lkta-fakta {erscbut diatas, dalil
gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;-

Menimbang, Bahwa perkawinan adalah ikatan iahir dan batin antara scorang
suami 'dan‘ scorang isteri _umuk membentuk kcluargé yang bahagia 'bcrdasz;rkan
%etvhanan Yang Maha E<a;- | |

Menimbang, Bahwa Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 TAHUN 1974)
yang berlaku di Indonesia mengharapkan, setiap perkawinan dapat hidup bahagia dan
kekal, namun demikian karcna scsuatu hal, perkawinan itu tidak scmuanya dapat
menjadikan bahagia, tetapi justru yang terjadi sebaliknya, untuk itu peratuan
perundang-undangan memberi ialan keluar untuk mengakhin atan mcmutusk;.\'n ikatan
perkawinan, peraturan yang Jismaksud adalah UU No. 1 tahun 1974 yo PP No. 9 tahun
1975 pasal 19;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan scbagaimana terscbut diatas, majclis berpendapat Bahwa alasan-
alasan yang dijadikan dasar penggugat adalah sangat beralasan yaitu adanya
pertengkaran atau cbl: cok an(am; suami dan isteri yang (crus mencius yang tidak
munglkin dapat didamaikaﬁ lagi, .ﬁal ini sesuai dengan pasal 19 huruf T dari PP. No. 9
tahun 1975,-umuk itu cukap beralasan menurut hukum untuk mengabuikan gugatan

pcnggugat;-

. R >
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat merasa keberatan (cr(mwm
w\

cerai yang diajukan oleh Penggupat ini karena Tergugat merasa tidak punﬁh

tidak pernah meninggalkan isteri selama 2 tahun, tidak pernah. mendapat Ilukur;l‘:;;l 5

tahun, tidak permah meclakukan penganiayaan berat, tidak terbukti cekcok, dan yang

lebih penting Tergugat masih mzncintai Penggugat dan anaknya.
Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut mejelis mempertimbangkan
sebagai berikut :

- Bahwa pérkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk
mebentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Adanya ikatan lahir dan batin antara
suami dan istri, ini berarti hut:ungan lahiriah maupun batiniah antara snami dan isteri
harus tidak ada ganja_lzin yang menghadangnya, keduanya harus seia sekata dalam
mengarungi kehidupan rumah tanggaﬁya. Kalau sampai terjadi adanya ganjalan

hubungan berarti sudah tida harmonis lagi.

- Bahwa masalah batin adalah juga masalah perasaan, jadi kalau perasaan sudah tidak

cocok lagi, kalau teap &ipak:;a untuk diparsa(ukan,. maka yaﬁg terjadi adalah justru
ketidak bahagiaan atau ketidak bharmonican. Dan ini berarti bertentangan dengan
undang-undnag perkawinan itu sendiri. Karena undang-unda'n'gi mcnghca wiaki adanya
kebahagiaan yang kckal berdasarkan kctubanmi Yang Maha Esa, atinya bukan

sckedar kebahagiaan yang pura-pura.

-  Bahwa demikian jrga calun perkara ini, dengan adanya fakia tahwa avtara

Peaggugat dan Tergugat sdb (idak hidup dalam satu rumah i2zi. Hal ini
bL < >
menunjukkan bahwa dianiava Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

keharmonisan dalam kebidupan ramab tangganya.

- Bahwa kemudian sebefum melanjuntukan persidangan int majclis sudah berkali-kah

mengupayakan untuk berdamai, bahkan scbelum putusan ini diucapkan majelis
masih tetap -memberi kesempatan untuk bersatu lagi, ternyata Penggugat tetep

bersikukuh untuk mengakhiri perkawinan ini.

- Bahwa adalah benar adanya;.sesuai undnag-undang perkawinan meaganut prinsip

mempersulit terjadinyaperceraian, akan tetapi disisi. lain pengadilan juga harus

L 4
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pengadilan berupaya semaksimal mungkin untuk supaya tidak tcrjadl Ipcrr ‘
\/ AL oy
akan tetapi kalzu upaya tersebut tetap. tidak berhasil maka pcn;,adﬂap h'lrus.

memutusnya sesvai peraturan perundang-undangan yang ada.

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berkesimpulandan keberatan
Tergugat haruslah dikcsampingkan, sehingga oleh karcn:myu. gugatan harus
dikabulkan.

Mcnimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan perceraian dikabulkan, maka
akan dipertimbnagkan mengenai siapa yang berhak n-enjadi wal icrhadap anat
Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnyd kedua orang tuanya, yaitu Penggugat dan
Tergugat, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kclangéungzm kehidupan bagi
anaknye, yang melinuti pcndidikzﬁ dan kesejahteraan anak scrla. kebutuhan lainnya,
akan tetapi untuk mensntukan perwaliannya sebelum anak dewasa, maka majelis
berpendapat [’cng,gusratlah dipandang yang palmg pantas dan wajar untuk dntctapkan
sebagai wali terhadap anak yang bernama WYNONA JESSICA I JARIANTO, sebab
anak yang masth aibawah umur secara psikologis akan lcbih baik berada dalam
pervaalian tbunya (Fenggugat). Namun begitu Tert,ugm adalah ayah dori anak terscbut
schingpa siapapun tidak bolch rfwnghalaﬂtgi apa lagi menghilangkan hubungan antara
anak dan ayah, semua ini demi kepentingan anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat

harus diberi kesempatan sctiap snat, dengan memperhatikan wakin waktu yang layak,

“untuk menghubungi atau berternu dengan anak tcrscbul

Menimbang, bahwa terhiadap nafkah yang diminta cleh Penggugat scbesar Rp.
750.000 setiap bulanaya sclama 3 tahun setelah perceraian ini, majelis berpendapat
Lahwa scsuat fakta diatas, gitgatan diajukan olch Penggugat dan juga Tergugal saat ini
sedang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga apabila Penpgugat meminta
Tergugat untuk memberi nafkah sesuai diatas adalah.tidak adil. Akan tetapi untuk biaya
pemeliharaan  atau  kesejahteraan anaknya yang bemama WYNONA JESSICA
HARIANTO, majclis sangat beralasan untuk mengabulkannya. Scbab ﬁ\cskipm\

Tergugat saat ini tidak bekerja akan tetapi membiayai anak adalah kewajiban orang tua

ian,|

| —
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Menimbang, bahwa ol'ch karena tergugat ada di pihak yang kal\z;li',” maka
dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;-

Mengingat, akan peraturan pcnindang-undangan vang bcrkziitan dalam perkara
int, knususnya pasal 39 U:';d:;-ﬁg-undang Nomor | tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan

Pemerintah No.9 tahun I979 .

MENGADILI :

. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor
[ Catatan Sipil Kabupaten Jember pada 31 Juli 2000 Nomor: -07/172//2000, putus

karena perceraian;-

3. Memerintahkan kepada Pamitera  Pengadilan  Negert Jember  supaya
E ) mengirimkan salinan putusan ini, yang sudah mempunyai keknatan hukum tetap,
-’

perkawinan  antara  penggugal  dan  tergugat  dicoret  dalam  daftar  yang
diperuntukan untuk itu;-

4. Menctapkan Penggugat sebagai wali dart anak yang bcma'a‘m S WYN'ONA
JESSICA HARIANTQ vang lahir di Jember pada tanggal 20 Nopamber 2002,

S.. Menghukum  tergugat untuk  membayar biaya perkara, yang hingga kini
scluruhnya diperhitur;izan sebesar Rp.  124.000,00 (Scratus Dua Pulub Empat
Ribu Rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pcngadil:in

" Negeri Jember pada henn K AMIS, tanggal 07 Juli 2005 oleh kami :

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, S.H.MHum. sebagai Ketua Majelis, Z A EN I, S.H.

dan SU T A J I, S.H. masing-masing scbagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga

tang, !

kcpada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, agar

- —— .
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didampingi olch ]l'\Lnn Anggota tersebut, dengan dibantu =leh RS ‘»m\‘\dp s
\g &
Paniterz Pengganti Pengadilan Nc;,en tersebut, dan dihadiri Penggugat serta® ‘]gkg%\:ta( o /
\’:;:;;~ can '-"’
Hakim Anggota'. Hakim Ketua.
ZAERLST : SOEBAGIOQ WIROSOEMARTO, S.H.thxm

RN N N T T T R T N i TR O N R T SR N N T T e N
o

§
i
|
'



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Dicatat disini. 3 bohwa pads hari ini ¢ JUM'AT - tonggol ———e—-
22 Jull 2005, Putusan Pengndilen Negeri Jember tanggale=————

7 Julf 2005 WNomor : 42/Pdt.G/2005/PN.Jr telah mempunyai —----
kekuatan hukum tetap, konrena Tergugat tidek pernsh —————wea—--
mempergunsgkan hoaknya untuk mengajuksn upayn hukum banding -—---
dolam tenggang wuktu sebagaimsna yang telah ditetapkan oleh---.

Undang=Undonf] o ———— = e i e e e e e e e e e e e e

An PANITERA PENGADILAN NiGFRI JEABER.
LA WIKIL PANITIRA,

S Ha

e sunno, s,

® e

" NIP,: 04003972L.

Pada hori ini : JUM'AT tanggal 22 Juli 2005 Boknen ———-
pertama Putusan Pengaﬁilen egerl Jember tanggal 7 Juli 2005~
Nomor 3 42 Pdt.Gizoogé%Nt‘JrDAd;.buat dan diberikan kKepsds ===--

Pengpgugn atas permintannys j-wem—m——-s

Aoy’ RN{[.ﬁf'jt GADILAN NEGFRI JEMBIR

v‘ g
@; ; .‘PME‘H.?RA.

T ] P # . i 4-,‘-::_ BN
< %@ B0\, )

Perincian biava @

1. Umh T\Jltﬂ e cecososrasenBOeE S RD. 30.750"""'
2. Mﬂterf)i P\)tUSﬂn Ué e oee oo on IIDO 60000""-'

— g vt o

J‘:’-mlnh’ cfaeos RDO 90750’“

[TSTIT|]P[IIII TSI

( Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupish) :-- !

[
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Dicatat disini, bahwa pada hari 3 JUM'AT, ta\fg\"@%'(ﬁﬂ;ﬁh--
52 Jull 2005, Putusan Pengedilan Negerl Jembers—tipghnl-—-
7 Juli 2005 YNomor : 42/Pdt.G/2005/PN.Jr telah mempunyni-
kekuntan hukum tetap, karens pihak Tergugat tidak ~-=---
menggunakan upnya hukum beunding dalem waktu sebegaimang --
yang telah ditetapksn oleh Undang-undang j-——==———=—======

An, PANITERA PINGADILAN NEGERI JIMBER
WACTL PANITERA

S

SUDJOKO, S,.H,
NIP,: 040039724

Poda hari ini : JUM'AT, tanggeal 22 Juli 2005 Putussn «=-»—
Pengadilsn Nogerd Jember Nomor @ 42/Pdt,G/2005/PNJJr —--=
tanggel 7 Juli 2005 yong telah mempunyai: kKekuatan hukum—-
tetop, dikirimkau kepndas Kentor Catetan Sipil Kabupaten--
Jember agor dicatat dalam Regilster yang telah disediskan-.
untuk keperlusn LU jemccmemn dmn e e e e

An RANITERA PENGADILAN NEGERT JEMBER,
WAKIL PANITERA,

4 .

SUDJOKO, S,H.
NIP,2040039724 .

v e APt whw, ey w—e o
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‘Warga Paroki :

SEmmm@

Nomor :

Menyatakan Bahwa :

Nama

...........................................

..........................................

Lahir di

Telah mengikuti KURSUS mw’aﬂm:wwm{" N
Moral Perkawinan Katolik
Kesehatan Keluagga
Komunikasi Suami - Lstri

Dengan Maten :

15/ ’l’/II/cOOO

PAROXI SANTO YUSUF JEIVIBER
SEKSI KERASULAN KELUARGA

‘Ketud
,Se&sx Kerasulan Keluanga,

dan  Nama D NLETST AN
Lahkir di

Wanga Paroki :

' . J- .:: \A,' :

.................................

..........................................

;7""‘& 27 tobtruori 2000

Xomo }\epalu "Paroki

..
foow govat

oo e e mATey
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Halaman
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( sesuai dengan Buku Nikah)
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TESTIMONIUM MATRIMONII
(SURAT KAWIN)

£GO SUBSCRIPTOR ATTESTOR
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Jemben,
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LAMRIRAN VI

CSK
PENCAIATAN SII’II

CVEARCES. DNECGARALINDONEELA
KUTIPAN
AKTA PERKAWINAN

No 71T 272000). -

------------------------------------------------------

Dan daftar pencatatan perkawinan menurut Stbld. ..1933.7:.00.31KL1936.607.
Lokt sk L Lol nomon . b L27 Jo L1 nomen 2 b W2 T

G A v L ternyata bahwa pada tanggal e sepiluh. e e

R METTE T N )OW AT e B [ .
tclalii tgreatat Perkawinnil BRI T ... ..o bl s,
¢
TSR BGEER B YhL NS b )

dan -

o v et Ne s B Rt bt 2 5L A - (Jemisey)
yang telah di!angsungkan dihadzmiin.pcmuka agama ..EANLOQUU L 2o s
yang bemama 2.to.sfisus M S, pada tanggal .tigspulub o tuli..

b § | ¥ E
FETY {TETORP P 18 & NSRS, =4 & S e ol < 2 T TN SRS B

s o + 8 | Aol B P IERLH '}'"'!. ll“nl B0 Gt T A o USRS IR

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada han ini.
Lt DX, e, [dnggal e "{)Ullhl.;a....\k'!.l.\llh.
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§ I RERALA KANTOR CATATAN SIPI,
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3 \%Am PATEN JEMAER
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(. WARGA NEGARA INDONESTIA

KUTIPAN
AKTAPERCERAIA

LK UPY P68 TR

ONIVERSITAS JEMpER |-

i
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01/15/2005

.................................

-------------------------------

th 1974

................... ternyata, bahwa di
dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu lima

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

................................................................................................

Tuguh Juli tahun dua ribu lima

Putusan Perkara Perceraian Nomor 42/Rdt. G/ZOOS/PN Jember

Ssneesssres s ERE s+ desersnuenarrsnerasss ofhuebneVRRERS SN AMERYR SERARSR RS ra Rl o b oyl s nibe yang menyatakan terputusnya
perkawinan yang dilangsungkan di .. Kantor Catatan Sipil Jember,

antara :

......... B L Lo L LT TR

G G G AO8 S W  0s B G I N AP BAP I G e G S G

:  EKO SETYONO HARIANTO ;

&an

YULIANTI ROSATLINDA :

e SoP GEP IS B WS TS WG D G D T O

Kutipan ini sesuai dengan keadaan hari ini.

..................... -, tanggal duapuluhsembllan-

Juli tahun dua ribu lima

...............................................................................................
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